N

PP O0~NO O W

=
N

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

STANDAR PELAYANAN 2024

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
(PKKPR) BERUSAHA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)
NON BERUSAHA

PERTIMBANGAN TEKNIS TATA RUANG (PERTEK)

PERSETUJUAN SITE PLAN

PERUBAHAN SITE PLAN

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) PERMANEN

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) NON PERMANEN

IZIN PENEBANGAN POHON

IZIN PEMANFAATAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN (IPPBBJ)
BERUSAHA

IZIN PEMANFAATAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN (IPPBJ) NON
BERUSAHA

PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL, UKL-UPL/AMDAL) BERUSAHA
PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL, UKL-UPL/AMDAL) NON BERUSAHA
PETIKAN IZIN USAHA

KARTU PENGAWASAN

IZIN TRAYEK

IZIN PENDIRIAN SEKOLAN SWASTA

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

1ZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN
SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL

SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER

SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS

SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIKNIS OPTISIEN

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANASTESI

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS



41.

42.
43.
44,
45.
46.
47.

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU
PERILAKU

SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI KLINIS

SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS

SUART IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI

SURAT IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI

SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN DARAH



STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

4. Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun
2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Cimahi Tahun 2012 - 2032

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang tata ruang berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Lahan
- Bangunan

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

20 (Dua Puluh) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|o

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Berlaku selama bangunan berdiri

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12,

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Planologi (Front
Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :

PERYSARATAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

BERUSAHA

1. Fotokopi KTP pemohon;

2. Fotokopi NPWP perorangan/perusahaan;

3. Surat kuasa bermaterai, apabila pengurusan PKKPR dikuasakan serta dilampirkan
fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa;

4. Rencana Teknis Bangunan/rencana induk kawasan (Sketsa Bangunan);

5. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/bukti perolehan tanah;

6. Gambar bentuk tanah beserta koordinat dalam bentuk file SHP lengkap (*.shp, *.dbf,
*.prj, *shx) dibendel dalam file *.zip;

7. Salinan surat perjanjian pinjam pakai/sewa antara pemilik tanah dengan pemaohon (jika
nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan pemohon) bermaterai Rp.
10.000, dilengkapi dengan E-KTP pemilik tanah;

8. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA

BAGAN ALUR PKKPR NON BERUSAHA
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANAAN MUTU BAKU
KEGIATAN DPMPTSP
NO (e e s PEMOHON DPMPTSP DP!V!PTSP DPUPR |ATR-BPN | DPUPR | Forum |DPMPTSP WaliKota | Petugas DPMPTSP Waktu KETERANGAN
N N Petugas |Verifikator| Kota Kota Kota |Penataan Kota . Petugas Kelengkapan L Output
diserahkan kepada siapa) . R . B . B N B Cimahi |penyerahan A (hari kerja)
Pelayanan Cimahi | Cimahi | Cimahi| Ruang Cimahi
PKKPR

1 [Pemohon, mengajukan permohonan Formulir dan kelengkapan Formulir dan
PKKPR Non berusaha melalui aplikasi SiPinter C]_ persyaratan PKKPR Non berusaha kelengkapan

persyaratan PKKPR

2 |Petugas pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir dan kelengkapan  Tanda Terima Berkas
berkas permohonan PKKPR Non berusaha melalui aplikasi persyaratan PKKPR Non berusaha
SiPinter, Jika permohonan lengkap secara administrasi Tdk Ya
maka dapat diterbitkan Tanda Terima Berkas. Jika belum
lengkap maka di i ke Pemohon —|

3 |DPUPR Kota Cimahi, memverifikasi data yang masuk Formulir dan kelengkapan Formulir dan
melalui aplikasi sipinter, jika isi file SHP dan dokumen persyaratan PKKPR Non berusaha kelengkapan
lainnya sudah lengkap dan benar maka dilanjutkan _Tdk | V_a persyaratan PKKPR
perhitungan PNBP oleh Kantor Pertanahan melalui Sistem Non berusaha
yang ada di Kantor Pertanahan Kota Cimahi |

4 |Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Formulir dan kelengkapan 1. Surat Perintah Setor
menghitung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan persyaratan PKKPR Non berusaha 2. PNBP
Membuat Surat Perintah Setor (SPS)

5 |Pemohon melakukan Pembayaran PNBP, setelah 1. Surat Perintah Setor Bukti Bayar Setelah Pemohon
mendapatkan Surat Perintah Setor (SPS) pemohon 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara unggah bukti Bayar
melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak | (PNBP) Bukan Pajak (PNBP) PNBP maka mulai di
(PNBP), II hon mengunggah bukti bayar Hitung SOP

6 [Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Bukti Bayar Penerimaan Negara Bukti Bayar Setelah Pemohon
memvalidasi bukti bayar, jika sudah terverifikasi maka akan Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Negara unggah bukti Bayar
ada notifikasi ke DPUPR untuk dimulai proses Penilaian D—.I:}j Bukan Pajak (PNBP) PNBP maka mulai di

7 [Tim FPR, Penilaian PKKPR oleh Kantor Pertanahan dan Tim ! I 1. Formulir dan kelengkapan Penilaian Pertanahan
FPR persyaratan PKKPR Non berusaha, 2.

a. Proses Pertimbangan Teknis Pertanahan Bukti bayar PNBP, 3. Penilaian 16
(Kantor Pertanahan) El_ Pertanahan, 4. Rekomendasi teknis,
b. Penilaian PKKPR dilakukan dengan _l 5. Dokumen penilaian PKKPR

8 |DPMPTSP, Membuat draft PKKPR Non Berusaha oleh 1. Penilaian Pertanahan Draft PKKPR
Operator, lalu di verifikasi oleh Sub koordinator Bid. 2. Rekomendasi teknis Non berusaha
Pembangunan DPMPTSP Kota Cimahi, selanjutnya dibuat 3. Dokumen penilaian

| |pemarafan oleh Koordinator Bid. Pembangunan dan Kadis PKKPR
9 |Wali Kota Cimahi, setelah proses verifikasi di DPMPTSP PKKPR Non berusaha ditandatangani 3 PKKPR Non
selesai, selanjutnya Penandatanganan PKKPR Non berusaha oleh Wali Kota Berusaha (sudah
oleh Wali Kota Cimahi ditandatangani)
10 |Penomoran dan Penerbitan PKKPR Non berusaha Buku Penomoran PKKPR Non
Berusaha (sudah
ditandatangani dan

12 |Petugas Penyerahan PKKPR Non berusaha Buku Pengambilan PKKPR Non berusaha

D _l 1 yang sudah diterima

13 [Petugas Arsip mengarsipkan berkas PKKPR Non berusaha A Buku Penomoran Arsip Arsip PKKPR
Non berusaha
Terhitung 20 Hari kerja setelah pembayaran

Total Waktu 20 PNBP (Bukti Bayar terverifikasi Secara

Sistem)

Keterangan :

[] PEMOHON

[1 DPMPTSP (SOP sudah Jelas)

[ DPUPR (Mengikuti SOP DPUPR Kota Cimahi Bidang Tata Ruang)
[] ATR BPN (Mengikuti SOP ATR BPN Kota Cimahi)

] FPR (Forum Penataan Ruang Kota Cimahi)

[ WALIKOTA CIMAHI (Penandatanganan PKKPR Non Berusaha)



STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS (PERTEK) TATA

RUANG

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

3. Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi
Tahun 2012 - 2032Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012 — 2032

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang tata ruang berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Lahan
- Bangunan

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

4 (Empat) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|o

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12,

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Planologi (Front
Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN PERTIMBANGAN TEKNIS (PERTEK) TATA RUANG

o rwdhe

N o

10.

11.

12.
13.

Formulir Isian Permohonan Pertimbangan Teknis Tata Ruang (bermaterai Rp10.000);
Fotokopi E-KTP Pemohon yang masih berlaku;

Fotokopi NIB beserta lampirannya (KBLI);

Fotokopi pernyataan mandiri terkait tata ruang/PKKPR Otomatis;

Fotokopi surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, AJB, atau Letter C yang lengkap
dengan peta bidang tanah berskala jelas dari BPN;

Surat Pernyataan Kebenaran dokumen tidak dalam sengketa (bermaterai Rp10.000);
Peta orientasi lokasi dari jalan raya;

Fotokopi Surat pengantar dari RT atau Pemberitahuan kepada tetangga tentang
kegiatan;

IMB/PBG lama lengkap dengan gambar (jika ada);

Salinan surat perjanjian pinjam pakai/sewa antara pemilik tanah dengan pemohon (jika
nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan pemohon) bermaterai Rp10.000,
dilengkapi dengan E-KTP pemilik tanah;

Fotokopi Surat Keterangan Waris dan fotokopi E-KTP ahli waris (jika pemilik tanah
sudah meninggal);

Fotokopi Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan/KKOP (jika ada);
Surat Kuasa dan Fotokopi E-KTP yang dikuasakan jika bukan pemohon yang
mengurusnya (bermaterai Rp10.000).



LAMPIRAN II

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PERTIMBANGAN TEKNIS (PERTEK) TATA RUANG

BAGAN ALUR PERTIMBANGAN TEKNIS TATA RUANG
DPMPTSP KOTA CIMAHI

EEATAN PELAKSANA MUTU BAKU
DPMPTSP
NO.| (siapa melakukan apa dan diserahkan (PEMOHON NP (Sub Tim Teknis BLANIPUER BLAYIPUE? Waktu KETERANGAN
. Petugas N " Petugas Petugas Kelengkapan . . Output
kepada siapa) Koordinator dan [(Dinas PUPR) q : (Hari Kerja)
Pelayanan oo oot Penyerahan Izin Arsip
1 |Pemohon mengajukan permohonan Formulir Permohonan 1. Formulir Pemohon dapat
Pertimbangan Teknis Tata Ruang (Pertek ] Pertek Tata Ruang Permohonan yang mengunduh dan mengisi
Tata Ruang) melalui aplikasi SiPinter. telah diisi seluruh formulir pendukung
2. Berkas persyaratan |yang dibutuhkan sesuai
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan memeriksa berkas Formulir permohonan Tanda Terima Berkas [Pemohon dapat
permohonan melalui aplikasi SiPinter. Jika dan berkas Persyaratan 1zin mengunduh Tanda Terima
berkas permohonan lengkap secara “ Pertek Tata Ruang Berkas Izin pada menu aksi
administrasi, maka dapat diterbitkan Tanda Sl 4 cetak resi
Penerimaan Berkas. Jika tidak lengkap
maka berkas akan dikembalikan secara
online ke pemohon 1
3 |Sub Koordinator dan Koordinator, Status berubah
Mengubah status Permohonan melalui menjadi Rekomendasi
aplikasi SiPinter menjadi Rekomendasi _|| Dinas Pekerjaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum
Ruang
4 |Tim Teknis (DPUPR), memeriksa dan 1. Penilaian Pertanahan Pertek Tata Ruang Waktu proses Pertek Tata
mevalidasi berkas yang lengkap dan benar 2. Rekomendasi teknis sudah ditanda tangan [Ruang mengikuti SOP
secara administrasi, maka akan dilakukan 3. Dokumen penilaian dan telah diberi nomor [Dinas Teknis Terkait
pemeriksaan Lapangan serta menyusun Pertek rekomendasi (DPUPR Kota Cimahi)
Pertimbangan Teknis Tata Ruang, Jika
tidak lengkap dan benar secara
administrasi maka akan dikembalikan ke
DPMPTSP
5 |Petugas Penyerahan Izin menerima Pertek Tata Ruang Pertek Tata Ruang Penomoran izin dari Dinas
Pertek Tata Ruang dari DPUPR Kota — sudah ditanda tangan 1 sudah ditanda tangan [PUPR.
Cimahi (sudah ditanda tangan dan diberi |_:| dan telah diberi nomor dan telah diberi nomor
nomor). rekomendasi rekomendasi
6 |Petugas Penyerahan Rekomendasi, Buku Pengambilan Izin Pertek Tata Ruang Pemohon rekomendasi
menyerahkan persetujuan Pertek Tata dan Non Izin 1 sudah diterima hanya dapat mengambil
Ruang kepada Pemohon Rekomendasi Pemohon rekomendasi dengan resi
rekomendasi penerimaan berkas.
7 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Buku Penomoran Arsip Arsip Pertek Tata Pengarsipan berdasarkan
Pertek Tata Ruang. Z 5 1 Ruang SOP
Total Waktu 4 Waktu lproses Pgrtek Tat‘a Ruang mengiku}i )
SOP Dinas Teknis Terkait (DPUPR Kota Cimahi)
Keterangan :
CJ PEMOHON
=]

DPMPTSP (SOP sudah Jelas)

B DPUPR (Mengikuti SOP DPUPR Kota Cimahi Bidang Tata Ruang)




STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN SITE PLAN

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan

peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

3. Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi
Tahun 2012 - 2032Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012 — 2032

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang tata ruang berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Lahan
- Bangunan

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

4 (Empat) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|o

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Planologi (Front
Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN PERSETUJUAN SITE PLAN

1.
2.
3.

Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi NIB beserta lampirannya (KBLI);

Fotokopi pernyataan mandiri terkait tata ruang/PKKPR Otomatis atau PKKPR OSS
RBA;

Fotokopi surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, AJB atau Letter C yang lengkap
dengan peta bidang tanah berskala jelas;

Peta orientasi lokasi dari jalan raya;

Salinan surat perjanjian pinjam pakai/sewa atau Surat pernyataan tidak keberatan dari
pemilik tanah atau perjanjian antara pemilik tanah dengan pemohon (jika hama yang
tercantum dalam kepemilikan tanah bukan pemohon), dilengkapi dengan Fotokopi E-
KTP pemilik tanah;

Surat Kuasa dan E-KTP yang Dikuasakan (jika bukan pemohon yang mengurusnya)
bermaterai Rp.10.000;

Pra Site Plan ;

Fotokopi Surat Keterangan Waris dan fotokopi E-KTP ahli waris (jika pemilik tanah yang
tercantum di Surat Kepemilikan tanah sudah meninggal).



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PERSETUJUAN SITE PLAN

BAGAN ALUR PERSETUJUAN SITE PLAN

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN DPMPTSP DPMPTSP | Tim Teknis | DPMPTSP DPMPTSP
NO. |(siapa melakukan apa dan diserahkan |PEMOHON| Petugas Sub (Dinas PUPR)| Petugas Petugas Waktu KETERANGAN
E ; > Kelengkapan ] . Output
kepada siapa) Pelayanan | Koordinator Penyerahan Arsip (Hari Kerja)
1zin

1 |Pemohon mengajukan permohonan Formulir 1. Formulir Pemohon dapat
Persetujuan Site Plan melalui aplikasi [ﬁ Permohonan Permohonan mengunduh dan mengisi
SiPinter. Persetujuan Site yang telah diisi |seluruh formulir

Plan 2. Berkas pendukung yang
persyaratan dibutuhkan sesuai

2 |Petugas Pelayanan memeriksa berkas Formulir Tanda Terima Pemohon dapat
permohonan melalui aplikasi SiPinter. permohonan dan Berkas Izin mengunduh Tanda
Jika berkas permohonan lengkap, maka X v berkas Terima Berkas Izin pada
dapat diterbitkan Tanda Penerimaan Lk > Persyaratan menu aksi cetak resi
Berkas. Berkas Permohonan diserahkan Persetujuan Site
langsung ke DPUPR Kota Cimahi, jika Plan 1
tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.

3 [Sub Koordinator, Mengubah status Status Berkas Permohonan Permohonan Persetujuan
Permohonan melalui aplikasi SiPinter Persetujuan Site |Site Plan disampaikan ke
menjadi Rekomendasi Dinas Pekerjaan ] Plan Dinas PUPR sebagai Tim
Umum dan Penataan Ruang Teknis

4 |Tim Teknis melakukan pemeriksaan Permohonan Persetujuan Site  |Waktu proses persetujuan
dan koreksi terhadap draft site plan Py - Persetujuan Site Plan yang telah Site Plan mengikuti SOP
yang dibuat pemohon serta dilakukan N Plan ditandatangani Dinas Teknis Terkait
pemeriksaan lapangan dan NS dan diberi nomor
Pembahasan

5 |Petugas Penyerahan Izin menerima Persetujuan Site Persetujuan Site  |Penomoran izin dari Dinas
Persetujuan Site Plan dari DPUPR Kota Ej Plan yang telah 1 Plan beserta PUPR
Cimahi (sudah ditanda tangan dan ditandatangani lampirannya
diberi_nomor). dan diberi nomor sudah diterima

6 |Petugas Penyerahan lzin Buku Persetujuan Site  |Pemohon izin hanya
menyerahkan persetujuan site plan Pengambilan Izin 1 Plan sudah dapat mengambil izin
kepada Pemohon lzin. l l dan Non Izin diterima Pemohon |dengan resi penerimaan

Izin. berkas.
7 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Buku Penomoran Arsip Persetujuan |Pengarsipan izin
Persetujuan Site Plan. Arsip 1 Site Plan. berdasarkan SOP
- Pengarsipan Izin
Waktu proses persetujuan Site Plan
Total Waktu 4 mengikuti SOP DPUPR Kota Cimahi
Keterangan :
= PEMOHON
=]

DPMPTSP (SOP sudah Jelas)

B DPUPR (Mengikuti SOP DPUPR Kota Cimahi Bidang Tata Ruang)




STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN SITEPLAN

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang;
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi
Tahun 2012 - 2032
2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang tata ruang berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.
3. | Klasifikasi/ Sasaran - Lahan
- Bangunan
4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |
5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il
prosedur
6. | Jangka Waktu 4 (Empat) hari kerja
7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis
8. | Biayaltarif Tidak ada biaya
9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:
Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah
10. | Masa berlaku Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan
11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.
12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Planologi (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum
13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN PERUBAHAN SITE PLAN

1.
2.
3.

Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi NIB beserta lampirannya (KBLI);

Fotokopi pernyataan mandiri terkait tata ruang/PKKPR Otomatis atau PKKPR OSS
RBA;

Fotokopi surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, AJB atau Letter C yang lengkap
dengan peta bidang tanah berskala jelas;

Peta orientasi lokasi dari jalan raya;

Salinan surat perjanjian pinjam pakai/sewa atau Surat pernyataan tidak keberatan dari
pemilik tanah atau perjanjian antara pemilik tanah dengan pemohon (jika hama yang
tercantum dalam kepemilikan tanah bukan pemohon), dilengkapi dengan Fotokopi E-
KTP pemilik tanah;

Surat Kuasa dan E-KTP yang Dikuasakan (jika bukan pemohon yang mengurusnya)
bermaterai Rp.10.000;

Pra Site Plan ;

Fotokopi Surat Keterangan Waris dan fotokopi E-KTP ahli waris (jika pemilik tanah yang
tercantum di Surat Kepemilikan tanah sudah meninggal).



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PERUBAHAN SITE PLAN

BAGAN ALUR PERUBAHAN SITE PLAN
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN DPMPTSP
NO.| (siapa melakukan apadan |PEMOHON| DPMPTSP | DPMPTSP | o ropnis | petugas | DEMPTSP Waktu KETERANGAN
diserahkan kepada siapa) P Su.b (Dinas PUPR)| Penyerahan Petugas RElenELEpem (Hari Kerja) SRpLt
Pelayanan Koordinator \zin Arsip

1 |[Pemohon mengajukan Formulir 1. Formulir Pemohon dapat
permohonan Perubahan Site Plan Permohonan Permohonan yang |mengunduh dan mengisi
melalui aplikasi SiPinter. C\ Perubahan Site telah diisi seluruh formulir

__J Plan dan 2. Berkas pendukung yang
melampirkan Site persyaratan dibutuhkan sesuai
Plan lama persyaratan

2 |Petugas Pelayanan memeriksa Formulir Tanda Terima Pemohon dapat
berkas permohonan melalui permohonan dan Berkas lIzin mengunduh Tanda
aplikasi SiPinter. Jika berkas berkas Terima Berkas Izin pada
permohonan lengkap, maka w3 va Persyaratan menu aksi cetak resi
dapat diterbitkan Tanda d Perubahan Site
Penerimaan Berkas. Berkas Plan
Permohonan diserahkan 1
langsung ke DPUPR Kota Cimabhi,

3 |Sub Koordinator, Mengubah Status Berkas Permohonan Permohonan Perubahan
status Permohonan melalui Perubahan Site Site Plan disampaikan ke
aplikasi SiPinter menjadi | 1 Plan Dinas PUPR sebagai Tim
Rekomendasi Dinas Pekerjaan Teknis.

Umum dan Penataan Ruang

4 |Tim Teknis melakukan Permohonan Perubahan Site Waktu proses Perubahan
pemeriksaan dan koreksi Perubahan Site Plan sudah site plan mengikuti SOP
terhadap draft Perubahan site Tdk \ Ya Plan ditanda tangan Dinas Teknis Terkait.
plan yang dibuat pemohon serta dan telah diberi
jika diperlukan dilakukan nomor izin.
pemeriksaan lapangan.

5 |Petugas Penyerahan lIzin Perubahan Site Perubahan Site Penomoran izin dari Dinas
menerima Perubahan Site Plan — Plan sudah Plan sudah PUPR.
dari DPUPR Kota Cimahi (sudah Lj ditanda tangan 1 ditanda tangan
ditanda tangan dan diberi dan telah diberi dan telah diberi
nomor). nomor izin. nomor izin.

6 |Petugas Penyerahan lIzin Buku Persetujuan Site Pemohon izin hanya
menyerahkan Perubahan site Pengambilan 1zin 1 Plan sudah dapat mengambil izin
plan kepada Pemohon Izin. l l dan Non Izin diterima Pemohon |dengan resi penerimaan

1zin. berkas.

7 |Petugas Arsip mengarsipkan Buku Penomoran Arsip Perubahan Pengarsipan izin
berkas Perubahan Site Plan. 5 Arsip 1 Site Plan. berdasarkan SOP

Pengarsipan Izin.
Waktu proses persetujuan Site Plan
Total Waktu 4 mengik'::ni SOPpDPUPIIQ Kota Cimahi
Keterangan :

£ PEMOHON
CJ  DPMPTSP (SOP sudah Jelas)

E DPUPR (Mengikuti SOP DPUPR Kota Cimahi Bidang Tata Ruang)




STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang tata ruang berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Bangunan Gedung

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

7 (Tujuh) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|Njo

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Teknik Sipil
(Front Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

RUMAH TINGGAL SEDERHANA (FUNGSI HUNIAN)
1 LANTAI LUAS BANGUNAN 72 m2 atau 2 LANTAI LUAS BANGUNAN MAKS. 90 m2

RUMA

CUAWNRE OAWNER

N

8.

KTP;

KRK/PKKPR;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

GAMBAR PETA SITUASI, DENAH TAMPAK, POTONGAN, DENAH TITIK LAMPU;
KETENTUAN POKOK TAHAN GEMPA (DIBERIKAN OLEH DPUPR)

H TINGGAL TIDAK SEDERHANA (FUNGSI HUNIAN)

KTP;

KRK/PKKPR;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR;

GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN)

GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN
DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

PERHITUNGAN STRUKTUR

BANGUNAN FUNGSI USAHA/SOSIAL BUDAYA/ FUNGSI CAMPURAN

1.

© N A WN

9.

10.

KTP;

KRK/PKKPR/KKPR+PERTEK;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);

DOKUMEN ANDALALIN (BILA DIPERSYARATKAN)

PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR;

GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN)

GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN
DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

PERHITUNGAN STRUKTUR

BANGUNAN FUNGSI KEAGAMAAN

1.

© N AWN

10.

11.

KTP;

KRK/PKKPR/KKPR+PERTEK;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

SURAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (SKUB)

DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);

DOKUMEN ANDALALIN (BILA DIPERSYARATKAN)

PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR;

GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN)

GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN
DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

PERHITUNGAN STRUKTUR

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NogakrwbdrE

KTP;

KRK/PKKPR/KKPR+PERTEK;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;
KKOP;

DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);

DOKUMEN ANDALALIN (BILA DIPERSYARATKAN);

PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR;



o

GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN)

9. GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN
DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

10. GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

11. PERHITUNGAN STRUKTUR

12. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK PERHITUNGAN RETRIBUSI

PERUMAHAN

1. KTP;

2. KRK/PKKPR/KKPR+PERTEK;

3. SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

4. IPPBJ;

5. BA VERIFIKASI PEMENUHAN TPU;

6. DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);

7. DOKUMEN ANDALALIN (BILA DIPERSYARATKAN);

8. PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR;

9. GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN) SETIAP
BANGUNAN YANG ADA DI KAWASAN

10. GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN
DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

11. GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

12. PERHITUNGAN STRUKTUR

13. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK PERHITUNGAN RETRIBUSI

CATATAN:

1. BANGUNAN YANG TELAH TERBANGUN DAN BELUM MEMILIKI IMB/PBG AGAR
MENGAJUKAN PBG UNTUK BANGUNAN BARU,;

2. UNTUK BANGUNAN YANG TELAH TERBANGUN MELAMPIRKAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMATUHI PERSYARATAN TEKNIS PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG (DIBERIKAN OLEH DPUPRY);

3. UNTUK BANGUNAN FUNGSI USAHA AGAR MENGURUS DOKUMEN IPPBBJ TERLEBIH
DAHULU.;

4. GAMBAR DIBUAT OLEH TENAGA AHLI BERSERTIFIKAT (KECUALI FUNGSI HUNIAN

SEDERHANA)



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

BAGAN ALUR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
DPMPTSP KOTA CIMAHI

KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
DPUPR DPMPTSP DPMPTSP DPMP.TSP !(ota DPMPTSP DPMPTSP
Pemoho DPMPTSP Kota Cimahi Kota Waktu
NO| . . . Kota Kota L S Kota |Petugas X KETERANGAN
(siapa melakukan apa dari diserahkan kepada siapa) n L Kota L Cimahi Sub Cimahi i > Kelengkapan (Hari Output
Cimahi s Cimahi " Cimahi | Arsip H
Cimahi Bendahara| Koordinator& | Kepala Kerja)
Operator | N N § Operator Il
Penerimaa| Koordinator Dinas
Pemohon mengajukan permohonan PBG melaui SIMBG
1 [Pemohon mengunggah Hasil Bukti Bayar SKRD melalui 63_ Formulir Permohonan PBG Terdata dalam Sistem
SIMBG —l
T - | Tdk| | Ya_ - ' Mengikuti SOP DPUPR Kota
2 |Verifikasi dan Validasi Permohonan PBG <‘>- I Persyaratan PBG Terverifkasi dalam Sistem Cimahi Bidang Tata Bangunan
3 Nota Dinas dari DPUPR Kota Cimahi di kirim ke DPMPTSP |j 1. Data Persyaratan 1. Data Persyaratan
Kota Cimahi 2. Nota Dinas 2. Nota Dinas
T } Data Persyaratan
Verlﬁka§| datg permohonan me\.alm SIMBG, operator 1 — 1. Data Permohonan, 2. Nota Hiting 1
memverifikasi & mencetak lampiran-lampiran yang di Ya - B
4 S Refribusi Daerah, 3. Berita Acara Draft SKRD
perlukan untuk pembuatan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) Lapangan, 4. KTP Pemohon, 5.
acra : KRK/PerieklPKKPR/Site Plan
Pembuatan SKRD & Nota Dinas oleh Bendahara —| 1. Nota Hiting Retibusi Darah 1. Draft SKRD;
5 ) 2. KTP Pemohon 1 '
Penerimaan ’ 2. DraftNota Dinas.
3. KRK/Pertek/PKKPR/Site Plan
1. Draft SKRD; 1. Draft SKRD;
6 |Sub koordinator dan Koordinator memverifikasi draft SKRD ' - 1 2. Nota Dinas yang sudah
r——,_ 2. DraftNota Dinas. ditandatangani oleh pengawas.
7 Penandatanganan SKRD oleh Kepala DPMPTSP Kota i' 1. Draft SKRD; 1 SKRD
Cimahi 2. DraftNota Dinas.
SKRD yang telah dibayarkan oleh
8 |Penagihan Retribusi melalui SIMBG oleh Operator | ‘B SKRD 1 Pemohon dan mengunggah bukfi
bayar tersebut melalui SIMBG
Pengecekan Pembayaran Retribusi melalui SIMBG oleh Tdk Ya Upload Bukt Bayar sesua SKRD a.n : 2 hari kerja setelah upload
9 pengawas Pemohon ke Simbg SKRD yang sudah dibayar Bukti Bayar ke Simbg
1. Standar Pemenuhan Teknis
Verifikasi Data PBG di dalam SIMBG Berkas di kembalikan DPUPR Kota Cimahi, 2. Gambar
10 Jika terdapat kesalahan secara Teknis dan jika terdapat Tdk X Ya Teknis yang telah disahkan DPUPR DrafSK PBG 2 hari kerja setelah upload
kesalahan secara Administarsi (Nama Pemohon/Alamat/ Kota Cimahi, 3. KTP, 4. KRK/Pertek/ Bukti Bayar ke Simbg
kesalahan penulisan) ini bisa dilakukan di DPMPTSP PKKPR/Site Plan, 5. SKRD yang telah
dibayar 2
- " . 2 hari kerja setelah upload
11 |Validasi PBG Oleh Kepala DPMPTSP Kota Cimahi Draf SK PBG SKPBG Bukii Bayar ke Simbg
1 Penerbitan PBG oleh Operator ll, pemohohon dapat | 1 SKPBG SK PBG dapatdi unduh oleh 2 hari kerja setelah upload
mengunduh secara otomatis SK PBG melalui SIMBG Q . ] Pemohon melalui SIMBG Bukii Bayar ke Simbg
13 |Pengarsipan PBG, fle dan fisik di arsipkan l | A Berkas kelengkapan dan SK PBG File dan Fisik SK PBG Sesuai SOP pengarsipan
TOTAL WAKTU 7
Keterangan :
Cpemohon
TppuPr

CIpPMPTSP



STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. PeraturanMentri Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLFBG).

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang tata ruang berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Bangunan Gedung

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

2 (Dua) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|o

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12,

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Teknik Sipil
(Front Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

LAMPIRAN I :
PERYSARATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

RUMAH TINGGAL SEDERHANA (FUNGSI HUNIAN)

1 LANTAI LUAS BANGUNAN 72 m2 atau 2 LANTAI LUAS BANGUNAN MAKS. 90 m2
KTP;

KRK/PKKPR;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

GAMBAR PETA SITUASI, DENAH TAMPAK, POTONGAN, DENAH TITIK LAMPU;
KETENTUAN POKOK TAHAN GEMPA (DIBERIKAN OLEH DPUPR)

RUMAH TINGGAL TIDAK SEDERHANA (FUNGSI HUNIAN)

KTP;

KRK/PKKPR;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR;

GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN)

GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN
DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

8. PERHITUNGAN STRUKTUR

CUAWNRES OAWNR

N

BANGUNAN FUNGSI USAHA/SOSIAL BUDAYA/ FUNGSI CAMPURAN
1. KTP;

KRK/PKKPR/KKPR+PERTEK;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);

DOKUMEN ANDALALIN (BILA DIPERSYARATKAN)

PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR,;

GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN)

GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN

DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

9. GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

10. PERHITUNGAN STRUKTUR

©ONoOR~WDN

BANGUNAN FUNGSI KEAGAMAAN
1. KTP;

KRK/PKKPR/KKPR+PERTEK;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

SURAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (SKUB)

DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);

DOKUMEN ANDALALIN (BILA DIPERSYARATKAN)

PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR;

GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN)

GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN

DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

10. GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

11. PERHITUNGAN STRUKTUR

©OoNOOA~WN

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

KTP;

KRK/PKKPR/KKPR+PERTEK;

SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;
KKOP;

DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);

S o



6. DOKUMEN ANDALALIN (BILA DIPERSYARATKAN);

7. PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR;

8. GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN)

9. GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN
DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

10. GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

11. PERHITUNGAN STRUKTUR

12. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK PERHITUNGAN RETRIBUSI

PERUMAHAN

1. KTP;

2. KRK/PKKPR/KKPR+PERTEK;

3. SERTIFIKAT TANAH/ SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH;

4. IPPBJ;

5. BA VERIFIKASI PEMENUHAN TPU,;

6. DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);

7. DOKUMEN ANDALALIN (BILA DIPERSYARATKAN);

8. PENYELIDIKAN TANAH /SONDIR;

9. GAMBAR ARSITEKTUR : (PETA SITUASI, DENAH, TAMPAK, POTONGAN) SETIAP
BANGUNAN YANG ADA DI KAWASAN

10. GAMBAR STRUKTUR: (DENAH STRUKTUR (PONDASI, KOLOM, BALOK, TANGGA) DAN
DETAIL (PONDASI, KOLOM, BALOK DAN TANGGA)

11. GAMBAR MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP) : (DENAH INSTALASI LISTRIK,
AIR KOTOR (BLACK & GREY WATER), AIR BERSIH, PERSAMPAHAN)

12. PERHITUNGAN STRUKTUR

13. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK PERHITUNGAN RETRIBUSI

CATATAN:

1. BANGUNAN YANG TELAH TERBANGUN DAN BELUM MEMILIKI IMB/PBG AGAR
MENGAJUKAN PBG UNTUK BANGUNAN BARU,;

2. UNTUK BANGUNAN YANG TELAH TERBANGUN MELAMPIRKAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMATUHI PERSYARATAN TEKNIS PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG (DIBERIKAN OLEH DPUPRY);

3. UNTUK BANGUNAN FUNGSI USAHA AGAR MENGURUS DOKUMEN IPPBBJ TERLEBIH
DAHULU.;

4. GAMBAR DIBUAT OLEH TENAGA AHLI BERSERTIFIKAT (KECUALI FUNGSI HUNIAN

SEDERHANA)



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

BAGAN ALUR SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
DPMPTSP KOTA CIMAHI

KEGIATAN SR PELAKSANA MUTU BAKU
OPWMPTS
NO (siapa melakukan apa dari Pemohon Kota P DPKMP-I;SP DPNLPTS DzMPTSP Kelenak Waktu 0 KETERANGAN
diserahkan kepada siapa) Cimahi | Petugas D?::: Operator ::_L;ig:s elengiapan (Hari Kerja) e
’ Pemohon mengajukan C\ EZ:::Jlrlwronan Terdata dalam
permohonan SLF ke SIMBG — SLF Sistem
TdM Ya Mengikuti SOP
9 Verifikasi dan Validasi ——] Persyaratan Terverifikasi dalam|{DPUPR Kota
Permohonan SLF &~ SLF Sistem Cimahi Bidang
Tata Bangunan
3 Penerimaan Nota Dinas dari I:j Data / Dokumen Terverifikasi dalam
DPUPR Kota Cimahi SLF Sistem
5 Validasi SLF oleh Kepala Dinas "j Terdata dalam Tervalidasi dalam
melalui Aplikasi SIMBG E/' Sistem 1 Sistem
v
6 Penyerahan SLF oleh Operator l_l _II Tervalidasi r:eeTayISing?:aiiLF
melalui Aplikasi SIMBG dalam Sistem SIMBG
7 Pemohon Menerima SLF Dokumen SLF (?lc;vfm(:szgt:xlalalui
melalui aplikasi SIMBG I dalam SIMBG Aplikasi SIMBG
8 Petugas Arsip, mengarsipkan Dokumen SLF 1 File dan Fisik SK |Sesuai SOP
SLF L |dalam SIMBG PBG pengarsipan
TOTAL WAKTU 2
Keterangan :
[ IPemohon
[Iopurr

[ |oPmPTSP




STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun
2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

5. Peraturan daerah kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2014
tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

6. Peraturan Wali Kota nomor 302/Kep.1769-
DPUPR/2019 tentang Kawasan Tertib Alun-Alun
Cimahi

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang Yyang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang tata ruang berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Bangunan
- Reklame

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran I

Jangka Waktu

14 (Empat Belas) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|o

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Berlaku 1 (satu) Tahun

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Teknik Sipil
(Front Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) PERMANEN

AP W D PF

© © N o

10.

11.

12.
13.
14.

Formulir isian izin penyelenggaraan reklame permanen (bermaterai Rp.10.000);
Foto/scan Asli E-KTP pemohon;

Foto/scan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan;

Surat Kuasa dan Foto/scan Asli E-KTP kuasa apabila pengurusan permohonan izin
tidak dilakukan oleh pemohon sendiri;

Foto/scan Asli IMB/PBG untuk Reklame yang memerlukan konstruksi antara lain JPO,
Billboard/Bando, Papan dan/atau Megatron/Videotron atau reklame yang dipasang pada
bangun bangunan;

Gambar/naskah reklame yang akan dipasang;

Foto dan/atau gambar situasi serta sketsa titik lokasi reklame;

Desain dan tipologi (gambar konstruksi) reklame;

Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (jika titik lokasi berada di
Ruang Milik Jalan);

Foto/scan Asli Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah (jika nama yang
tercantum dalam kepemilikan tanah bukan dan/atau selain atas nama pemohon)
dan/atau surat perjanjian sewa menyewa dan/atau melampirkan surat kepemilikan atas
tanah;

Surat pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan
keindahan reklame (bermaterai Rp.10.000);

Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi;
Foto/scan Asli STNK (untuk reklame pada kendaraan);

Khusus pemohon perpanjangan izin, dilampirkan izin lama.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) PERMANEN

BAGAN ALUR IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (PERMANEN)

DPMPTSP KOTA CIMAHI

KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU

NO. (siapa melakukan ap_a dan diserahkan PEMOHON | Petugas Sl{b Tim Teknis | Operator | Koordinator Sek.erlaris Peltu.gas . Ke.pala Pelugas Kelengkanan W_ak!u_ @i KETERANGAN

kepada siapa) Pelayanan | Koordinator Dinas Administrasi Dinas Arsip (Hari Kerja)

1 |Pemohon mengajukan permohonan Izin 1. Aplikasi Pendaftaran Online 1. Data permohonan yang telah Dalam melakukan pendaftaran
Penyelenggaraan Reklame (Permanen) melalui SiPinter; diisi; online, pemohon izin dapat
aplikasi online SiPinter. 2. Formulir 1zin Penyelenggaraan 2. Berkas persyaratan yang sudah |didampingi oleh Petugas Pelayanan

Reklame (Permanen); di unggah ke SiPinter. (jika diperlukan).
3. Persyaratan Izin Penyelenggaraan 2

2 |Petugas Pelayanan memeriksa data = B Daftar Persyaratan Izin Resi Penerimaan Berkas Resi diterbitkan dari aplikasi
permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame r Penyelenggaraan Reklame SiPinter setelah diverifikasi oleh
(Permanen) melalui aplikasi online SiPinter. Jika (Permanen) Petugas Pelayanan.

3 |Sub Koordinator melakukan penjadwalan untuk 1. Aplikasi SiPinter; 1. Jadwal Pemeriksaan Lapangan; |Petugas Tim Teknis dapat berasal
pemeriksaan Lapangan dan membuat Surat 2. Formulir Berita Acara Pemeriksaan; 2. Formulir Berita Acara dari internal atau eksternal
Tugas (jika diperlukan) melalui aplikasi SiPinter. 3. Surat Tugas (Jika diperlukan). 3 Pemeriksaan Lapangan; DPMPTSP Kota Cimahi.

3. Surat Tugas.

4 |Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan 1. Jadwal Pemeriksaan Lapangan; 1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan |Rekomendasi Tim Teknis minimal
sesuai jadwal ditentukan. Jika sesuai maka 2. Surat Tugas (Jika diperlukan); Lapangan;. ditandatangani salah seorang Sub
diterbitkan Rekomendasi Tim Teknis yang 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 2. Hasil Rekomendasi Tim Teknis; |Koordinator.
kemudian diinput dalam SiPinter. ok h Lapangan;. 2 3. Register Penomoran BAP;

4. Formulir Rekomendasi Tim Teknis; 4. Register Penomoran RKM;
5. Buku Penomoran BAP; 5. Dokumentasi BAP.
6. Buku Penomoran RKM.

5 |Operator mengolah data membuat draft Izin 1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Draft I1zin Penyelenggaraan Draft 1zin diterbitkan dari aplikasi
Penyelenggaraan Reklame (Permanen) dari Lapangan;. Reklame (Permanen) SiPinter.
aplikasi SiPinter. [—| 2. Hasil Rekomendasi Tim Teknis; >

3. Register Penomoran BAP;
4. Register Penomoran RKM.
Diinput dalam aplikasi SiPinter

6 |Koordinator memverifikasi dan memvalidasi Draft Izin Penyelenggaraan Reklame Draft I1zin Penyelenggaraan Subkor Pelayanan Perizinan
draft 1zin Penyelenggaraan Reklame (Permanen) (Permanen) Reklame (Permanen) Pembangunan memverifikasi dan
untuk selanjutnya data diteruskan ke Sekertaris 1 (sudah terverifikasi dan validasi validasi Draft Izin Penyelenggaraan
Dinas. oleh Koordinator) Reklame (Permanen).

7 |Sekertaris Dinas memverifikasi dan Draft Izin Penyelenggaraan Reklame Draft Izin Penyelenggaraan Sekertaris DPMPTSP Kota Cimahi
memvalidasi draft 1zin Penyelenggaraan (Permanen) Reklame (Permanen) memverifikasi dan validasi Draft 1zin
Reklame (Permanen) untuk ditandatangani oleh (sudah terverifikasi dan validasi oleh 1 (sudah terverifikasi dan validasi Penyelenggaraan Reklame
Kepala Dinas. Koordinator) oleh Koordinator serta Sekertaris |(Permanen).

Dinas)
8 |Petugas Administrasi membuat nota dinas Data Izin Penyelenggaraan Reklame Notadinas 1zin Nota Dinas Izin dapat di buat di
permohonan penandatanganan lzin. (Permanen) (sudah terverifikasi dan SiPinter setelah Draft Izin
validasi oleh Koordinator serta 1 Penyelenggaraan Reklame
Sekertaris Dinas) (Permanen) sudah terverifikasi dan
validasi oleh Koordinator serta
Sekertaris Dinas.

9 |Kepala Dinas menandatangani Izin Data Izin Penyelenggaraan Reklame Izin Penyelenggaraan Reklame I1zin Penyelenggaraan Reklame
Penyelenggaraan Reklame (Permanen) secara (Permanen) (sudah terverifikasi dan (Permanen) (Permanen) ditandatangani oleh
Elektronik di SiPinter. [_| validasi oleh Koordinator serta Kepala Dinas berdasarkan SK Wali

— Sekertaris Dinas) 1 Kota Cimahi Tentang
Pendelegasian Kewenangan
Perizinan.

10 [Pemohon dapat mengunduh/ mendownload 1zin Penyelenggaraan Reklame Izin Penyelenggaraan Reklame Pemohon dapat mengunduh/
secara mandiri 1zin Penyelenggaraan Reklame (Permanen) (Permanen) mendownload secara mandiri 1zin
(Permanen) pada aplikasi SiPinter setelah di Penyelenggaraan Reklame
tandatangani oleh Kepala Dinas. (Permanen) pada aplikasi SiPinter

setelah di tandatangani oleh Kepala
Dinas.
11 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Buku Penomoran Arsip Arsip Izin Penyelenggaraan Pengarsipan izin berdasarkan SOP
Penyelenggaraan Reklame (Permanen). ! ! 1 Reklame (Permanen) Pengarsipan Izin.
Total Waktu 14
Keterangan :
3 PEMOHON
|

DPMPTSP (SOP sudah Jelas)



STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) NON

PERMANEN

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun
2014 Tentang lIzin Penyelenggaraan Reklame

5. Peraturan daerah kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2014
tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

6. Peraturan Wali Kota nomor 302/Kep.1769-
DPUPR/2019 tentang Kawasan Tertib Alun-Alun
Cimahi

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang tata ruang berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Reklame

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

2 (Dua) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|Njo

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Sesuai dengan permohonan

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Teknik Sipil
(Front Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) NON PERMANEN

A .

© N oo

Formulir isian izin penyelenggaraan reklame non permanen (bermaterai Rp.10.000);

Foto/scan Asli KTP pemohon;

Foto/scan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan;

Surat Kuasa dan Foto/scan Asli E-KTP kuasa apabila pengurusan permohonan izin tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri;

Gambar/naskah reklame yang akan dipasang;

Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;

Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan
reklame (bermaterai Rp.10.000);

Khusus pemohon perpanjangan izin, dilampirkan izin lama.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) NON PERMANEN

BAGAN ALUR IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (NON PERMANEN)
DPMPTSP KOTA CIMAHI

KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
NO. (s‘lapa melakukan apa dan PEMOHON | Petugas Sn{b i Tt | G || reemieEn Sekgrlans Petugas Ke_pala Pe\ugas e EEeEe W_aktuv output KETERANGAN
diserahkan kepada siapa) Pelayanan | Koordinator Dinas Adm Dinas Arsip (Hari kerja)

1 |Pemohon mengajukan permohonan Izin 1. Aplikasi Pendaftaran Online 1. Data permohonan yang telah diisi; [Dalam melakukan pendaftaran online,
Penyelenggaraan Reklame (Non SiPinter; 2. Berkas persyaratan yang sudah di [pemohon izin dapat didampingi oleh
Permanen) melalui aplikasi online 2. Formulir Izin Penyelenggaraan unggah ke SiPinter. Petugas Pelayanan (jika diperlukan).
SiPinter. Reklame (Non Permanen);

3. Persyaratan Izin
Penyelenggaraan Reklame (Non
Permanen).

2 |Petugas Pelayanan memeriksa data Daftar Persyaratan Izin Resi Penerimaan Berkas Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
permohonan Izin Penyelenggaraan » Ya Penyelenggaraan Reklame (Non setelah diverifikasi oleh Petugas
Reklame (Non Permanen) melalui aplikasi o Permanen) Pelayanan.
online SiPinter. Jika berkas permohonan
lengkap, maka dapat diterbitkan Resi
Penerimaan Berkas. Data Permohonan
diteruskan ke Sub Koordinator melalui 1
SiPinter.

3 |Tim Teknis melakukan verifikasi dan Tdk v 1 Formulir Rekomendasi Tim 1. Hasil Rekomendasi Tim Teknis; Rekomendasi Tim Teknis minimal
validasi terhadap permohonan jika sesuai Teknis; 2. Register Penomoran RKM. ditandatangani salah seorang Sub
maka diterbitkan Rekomendasi Tim 2. Buku Penomoran RKM. Koordinator.

Teknis yang kemudian diinput dalam
SiPinter.

4 |Operator mengolah data menerbitkan 1. Hasil Rekomendasi Tim Draft 1zin Penyelenggaraan Reklame |Draft 1zin diterbitkan dari aplikasi
draft 1zin Penyelenggaraan Reklame (Non I— Teknis; (Non Permanen) SiPinter.
Permanen) dari aplikasi SiPinter. | 2. Register Penomoran RKM.

5 |Koordinator memverifikasi dan Draft Izin Penyelenggaraan Draft Izin Penyelenggaraan Reklame [Subkor Pelayanan Perizinan
memvalidasi draft 1zin Penyelenggaraan Reklame (Non Permanen) (Non Permanen) Pembangunan memverifikasi dan
Reklame (Non Permanen) untuk (sudah terverifikasi dan validasi oleh |validasi Draft Izin Penyelenggaraan
selanjutnya data diteruskan ke Sekertaris Koordinator) Reklame (Non Permanen).

Dinas.

6 [Sekertaris Dinas memverifikasi dan Draft Izin Penyelenggaraan Draft 1zin Penyeler Reklame DPMPTSP Kota Cimahi
memvalidasi draft 1zin Penyelenggaraan Reklame (Non Permanen) (Non Permanen) memverifikasi dan validasi Draft 1zin
Reklame (Non Permanen) untuk (sudah terverifikasi dan validasi (sudah terverifikasi dan validasi oleh [Penyelenggaraan Reklame (Non
ditandatangani oleh Kepala Dinas. oleh Koordinator) Koordinator serta Sekertaris Dinas) [Permanen).

7 |Petugas Administrasi membuat nota Data Izin Penyelenggaraan Notadinas 1zin Nota Dinas Izin dapat di buat di
dinas permohonan penandatanganan Izin. (Non Permanen) (sudah SiPinter setelah Draft Izin

terverifikasi dan validasi oleh Penyelenggaraan Reklame (Non

Koordinator serta Sekertaris 1 Permanen) sudah terverifikasi dan

Dinas) validasi oleh Koordinator serta
Sekertaris Dinas.

8 |Kepala Dinas menandatangani 1zin Data Izin Penyelenggaraan 1zin Penyelenggaraan Reklame (Non |1zin Penyelenggaraan Reklame (Non
Penyelenggaraan Reklame (Non Reklame (Non Permanen) (sudah Permanen) Permanen) ditandatangani oleh
Permanen) secara Elektronik di SiPinter. E’J terverifikasi dan validasi oleh Kepala Dinas berdasarkan SK Wali

Koordinator serta Sekertaris Kota Cimahi Tentang Pendelegasian
Dinas) Kewenangan Perizinan.

9 |Pemohon dapat mengunduh/ Izin Penyelenggaraan Reklame Izin Penyelenggaraan Reklame (Non |Pemohon dapat mengunduh/
mendownload secara mandiri 1zin (Non Permanen) Permanen) mendownload secara mandiri 1zin
Penyelenggaraan Reklame (Non Penyelenggaraan Reklame (Non
Permanen) pada aplikasi SiPinter setelah Permanen) pada aplikasi SiPinter
di tandatangani oleh Kepala Dinas. setelah di tandatangani oleh Kepala

Dinas.

10 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas 1zin Buku Penomoran Arsip Arsip 1zin Penyelenggaraan Reklame |Pengarsipan izin berdasarkan SOP
Penyelenggaraan Reklame (Non ! 5 (Non Permanen) Pengarsipan lzin.

Permanen).
Total Waktu 2

Keterangan :

=
—

PEMOHON

DPMPTSP (SOP sudah Jelas)




STANDAR PELAYANAN IZIN PENEBANGAN POHON

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan
Pohon dan Pemangkasan Pohon Pada Lahan
Pemerintah Daerah Kota Cimahi
2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian,  penyelenggaraan perizinan  bidang
lingkunan hidup yang bermutu sesuai standar agar
penyelenggaraan pelayanan perizinan di  bidang
lingkungan hidup berjalanan tertib, lancar, efektif, dan
efisien.
3. | Klasifikasi/ Sasaran - Pohon Pada Lahan Pemerintah
Persyaratan Terlampir pada Lampiran |
5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il
prosedur
6. | Jangka Waktu 20 (dua puluh) hari kerja
7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis
8. | Biayaltarif Tidak ada biaya
9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:
Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah
10. | Masa berlaku Sesuai dengan permohonan
11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.
12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Teknik
Lingkungan (Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum
13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN PENEBANGAN POHON

1. Formulir Isian Permohonan lIzin Penebangan Pohon pada lahan Pemerintah Kota Cimahi
(bermaterai Rp. 10.000);

2. Fotokopi E-KTP Pemohon yang masih berlaku;

3. Surat Kuasa dan Fotokopi E-KTP yang dikuasakan jika bukan pemohon yang mengurusnya
(bermaterai Rp. 10.000);

4. Surat Pernyataan kesediaan melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya izin (bermaterai Rp.
10.000);

5. Peta orientasi lokasi titik pohon yang akan ditebang beserta photo existing pohon;



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PENEBANGAN

POHON

BAGAN ALUR IZIN PENEBANGAN POHON
DPMPTSP KOTA CIMAHI

KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
NO.| (siapa melakukan apa dan diserankan | FEMO- | PPMPTSP| DPMPTSP | o _ior | Tim Teknis | Kadis | PPMPTSP | ppyprsp Petugas Kepala (FERUGES Petugas Waktu KETERANGAN
N HON Petugas Sub Sub N . N i Penyerahan b Kelengkapan N N Output
kepada siapa) N DLH N Koordinator | Administrasi Dinas i Arsip (Hari Kerja)
Pelayanan | Koordinator Koordinator Izin
1 |Pemohon mengajukan permohonan Formulir Permohonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran
Penebangan Pohon melalui aplikasi Penebangan Pohon Permohonan yang online, pemohon izin dapat
SiPinter. ( ) telah diisi didampingi oleh Petugas
2. Berkas Pelayanan (jika diperlukan).
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, Formulir permohonan dan 1 Tanda Terima Berkas Izin Resi diterbitkan dari aplikasi
memeriksa berkas permohonan melalui berkas Persyaratan Izin SiPinter setelah diverifikasi oleh
aplikasi SiPinter. Jika berkas permohonan Tk = Penebangan Pohon Petugas Pelayanan.
lengkap, maka dapat diterbitkan Tanda |
Penerimaan Berkas Izin. Jika tidak lengkap
berkas dikembalikan ke Pemohon
3 [Sub Koordinator DPMPTSP, mengubah Formulir permohonan dan Status Berkas Mengubah status berkas Izin
status berkas Izin menjadi Proses E berkas Persyaratan Izin 1 menjadi Rekomendasi DLH Kota
Rekomendasi DLH Kota Cimahi Penebangan Pohon Cimahi
4 |Operator DLH, verikasi berkas dari Sipinter] Formulir permohonan dan Status Berkas
untuk di proses disposisi secara berkas Persyaratan Izin
berjenjang Penebangan Pohon
4 [Tim Teknis, memverifikasi dan 1.Formulir permohonan Draft Rekomendasi Izin
memvalidasi persyaratan berkas Izin dan Berkas Persyaratan Penebangan Pohon
Penebangan Pohon dengan lengkap dan Izin Penebangan Pohon
benar serta membuat Draft Rekomendasi Tdk va 2. Berita Acara Lapangan 14 Mengikuti SOP DLH Kota Cimahi
Penebangan Pohon N 3. Rapat koordinasi
A 4. Draft Rekomendasi
Kadis DLH Draft Rekomendasi Izin Rekomendasi Izin
Proses Penandatanganan Rekomendasi Penebangan Pohon Penebangan Pohon
Izin Penebangan Pohon
5 |Sub Koordinator DPMPTSP, setelah 1.Formulir permohonan Draft Izin Penebangan Draft Izin dibuatkan secara
Rekomendasi dari DLH terbit dibuatkan 2. Berkas Persyaratan Izin Pohon manual
draft izin penebangan pohon Penebangan Pohon
3. Rekomendasi Izin 1
L Penebangan Pohon
4. Format Izin Penebangan
Pohon
6 |Koordinator DPMPTSP, memeriksa dan 1.Formulir permohonan Draft Izin Penebangan Koordinator Bidang Pelayanan
memaraf izin penebangan pohon untuk 2. Berkas Persyaratan Izin Pohon Perizinan Pembangunan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penebangan Pohon (sudah diparaf Analis memeriksa dan memparaf draft
3. Rekomendasi Izin Kebijakan Ahli Madya) izin
Penebangan Pohon
4. Draft Izin Penebangan 1
Pohon
7 |Petugas Administrasi membuat nota SK Izin Penebangan Pohon Nota dinas diparaf Analis sudah diparaf oleh Analis
dinas permohonan penandatanganan Izin E yang akan diparaf kebijakan Ahli Muda dan kebijakan Ahli Muda dan Madya
Madya
8 |Kepala Dinas DPMPTSP, SK izin Penebangan Pohon Izin Penebangan Pohon Izin Penebangan Pohon
menandatangani Izin Penebangan Pohon yang sudah paraf (sudah ditandatangani ditandatangani oleh Kepala Dinas
dan menyerahkan ke Petugas 1 Kadis) berdasarkan Perwal No. 36 Tahun
Penyerahan Izin.
9 |Petugas Penyerahaan Izin melakukan Buku Penomoran Izin Izin Penebangan Pohon Penomoran Izin berdasarkan SOP
proses pencatatan dan penomoran Izin ditandatangani dan diberi Penomoran Izin.
Penebangan Pohon melalui SiPinter dan | I— nomor
10 |Petugas Penyerahan Izin menyerahkan Buku Pengambilan Izin N Izin Penebangan Pohon Pemohon izin hanya dapat
Izin Penebangan Pohon kepada Pemohon sudah diterima pemohon izin [mengambil izin dengan resi
Izin. penerimaan berkas.
11 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Buku Penomoran Arsip Arsip Izin Penebangan Pengarsipan izin berdasarkan
Penebangan Pohon. AN Pohon SOP Pengarsipan Izin.
Total Waktu 20 20 hari
Keterangan :
1 Pemohon
O DLH
] DPMPTSP




STANDAR PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN PENGGUNAAN BAGIAN-
BAGIAN JALAN (IPPBJ) BERUSAHA

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2010 tahun 2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan
bagian-Bagian Jalan;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu
PintuNomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 23 Tahun
2011 tentang lzin Pemanfaatan dan Penggunaan
Bagian-Bagian Jalan (IPPBBJ)

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang penataan ruang berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Lahan Bagian Jalan

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran I

Jangka Waktu

10 (sepuluh) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|jo

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Sesuai dengan permohonan

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Teknik Sipil
(Front Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN (IPPBJ)
BERUSAHA

1. Formulir data teknis 1zin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota

2. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di - atas materai);

3. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan - (berhubungan dengan sewa BMN);

4. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak - yang Valid.

5. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana - yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta
jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi
1:1000, dan lain-lain;

6. Analisis risiko;

7. Studi lingkungan, dan/atau;

8. Jenis prasarana dan teknologi yang akan - digunakan.

9. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan - seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan,

diameter kabel, dan lain-lain;

10. Izin lingkungan dan persetujuan analisis - mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan
rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang

berwenang;
11. Andalalin Kemenhub/ Dishub/serta - kepolisian;

12. Surat pengantar dari Pemda setempat berkaitan - dengan restribusi untuk penyelenggaraan

reklame atau media iklan (ipr) sesuai SE PU No.14 Tahun 2011



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN (IPPBJ) BERUSAHA

BAGAN ALUR IZIN PEMANFAATAN & PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN (IPPBBJ) BERUSAHA

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Petugas Tim Teknis Kelengkapan Waktu (Hari Output
NO. (siapa melakukan apa dan diserahkan PEMOHON DPUPR (DPUPR & DPUPR DPMPTSP | Petugas Arsip Kerja) KETERANGAN
kepada siapa) Kota Cimahi | Dinas terkait) | Kota Cimahi | Kota Cimahi | Operator Datin
1 [Pemohon mengajukan permohonan Izin 1. Formulir 1. Formulir
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Permohonan yang telah Permohonan yang
Jalan Berusaha melalui aplikasi OSS diisi telah diisi
2. Berkas persyaratan 2. Berkas persyaratan
di unggah ke OSS
2 |Petugas DPUPR Kota Cimahi memeriksa Formulir permohonan dan Nomor Register
berkas permohonan melalui aplikasi OSS Jika berkas Persyaratan IPPBBJ
berkas permohonan lengkap, maka dapat Berusaha
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas. Berkas 1 Hari Kerja
Permohonan diserahkan langsung ke DPUPR
Kota Cimahi, jika tidak lengkap berkas
dikembalikan ke Pemohon.
3 | DPUPR Kota Cimahi melakukan penjadwalan 1. Formulir permohonan dan 1. Jadwal Pemeriksaan
untuk pemeriksaan Lapangan berkas Persyaratan IPPBBJ Lapangan
Berusaha . . 2. Berita Acara
2. Surat Tugas (Jika 1 Hari Kerja Pemeriksaan Lapangan
diperlukan) 3. Surat Tugas
4 |Tim Teknis melakukan evaluasi dan verifikasi 1 Formulir Berita Acara 1 Berita Acara Waktu prose Izin Pemanfaatan
dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan dan Pemeriksaan Lapangan; Pemeriksaan dan Penggunaan Bagian-Bagian
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan sesuai yang 2. Surat Tugas (Jika . . Lapangan; Jalan Berusaha SOP Dinas
dipersyaratkan OSS kemudian dilakukan diperlukan); 5 Hari Kerja |2 Rekomendasi Tim  |Teknis Terkait.
pemeriksaan lapangan. 3. Buku Penomoran BAP; Teknis.
4. Rekomendasi Tim Teknis.
5 | DPUPR Kota Cimahi menerbitkan 1 Berita Acara Pemeriksaan Rekomendasi
Rekomendasi Penggunaan Bagian-bagian Lapangan; 2 Hari Kerja Penggunaan Bagian-
Jalan dan mengunggah nya di OSS 2. Rekomendasi Tim Teknis. bagian Jalan
6 |Kepala Dinas DPMPTSP Kota Cimahi Rekomendasi Penggunaan
memeverifikasi dan menerbitkan 1zin Bagian-bagian Jalan . .
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian 1 Hari Kerja
Jalan melalui OSS
7 |Pemohohon dapat mengunduh secara 1zin Pemanfaatan dan
otomatis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Penggunaan Bagian-
Bagian-Bagian Jalan Berusaha melalui OSS Bagian Jalan
8 |Operator Datin mengarsipkan file 1zin File 1zin Pemanfaatan dan SOP Pengarsipan
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian : : Penggunaan Bagian-Bagian
Jalan Jalan
Total Waktu 10
Keterangan :
Pemohon
= prurrR
3 DPMPTSP




STANDAR PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN PENGGUNAAN BAGIAN-
BAGIAN JALAN (IPPBJ) NON BERUSAHA

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko

3. Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2010 tahun 2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan
bagian-Bagian Jalan

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
PintuNomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2011
tentang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan (IPPBBJ)

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan ruang yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang penataan ruang berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Lahan Bagian Jalan

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 17 (tujuh belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku Sesuai dengan permohonan

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Teknik Sipil
(Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN (IPPBJ)

NON BERUSAHA

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

2. Fotokopi akte pendirian Badan Hukum;

3. Surat kuasa pengurusan permohonan izin (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani
oleh penanggung jawab perusahaan);

4. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN (IPPBJ) NON BERUSAHA

SUNAAN BAGIAN BAGIAN JALAN (IPPBEBJ) NON BERUSAHA

(siapa melakakan apa dan
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STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL, UKL-

UPL/AMDAL) BERUSAHA

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan hidup.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan penataan lingkungan
hidup yang bermutu sesuai standar agar
penyelenggaraan pelayanan perizinan di  bidang
lingkungan hidup berjalanan tertib, lancar, efektif, dan
efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Lokasi Usaha

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 2 (dua) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku Sesuai dengan permohonan

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Teknik
Lingkungan (Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL, UKL-UPL/AMDAL) BERUSAHA

Foto copy surat pemberitahuan tetangga yang diketahui RT, RW dan Kelurahan
Neraca keuangan terakhir

Foto copy KRK/Persetujuan Site plan / IMB sesuai peruntukan

Foto copy KTP Pemilik/direktur

Foto copy akta pendirian perusahaan

Izin lama (untuk perpanjangan)

Akta sewa (untuk lahan sewa), surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan
Foto copy Sertifikat tanah

Foto-foto berwarna lokasi kegiatan (tampak samping, kanan, kiri, bagian dalam dan
penghijauan serta resapan air)

10. Surat Kuasa (yang mengurus perizinan selain pemilik/direktur)

11. Foto copy izin pemanfaatan ruang/Izin Prinsip (bagi yang memerlukan)

12. Foto copy IPPT (bagi yang memerlukan)

13. Semua dibuat rangkap 2 (Satu Asli dan Satu fotocopy)

©XONoO Ok WNE



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL, UKL-UPL/AMDAL) BERUSAHA

BAGAN ALUR PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI OSS RBA
DPMPTSP KOTA CIMAHI

NO.

KEGIATAN
(siapa melakukan apa dan
diserahkan kepada siapa)

Pelaku Usaha, Pengisian data
NIB sesuai KBLI untuk
Permohonan Persetujuan
Lingkungan (berdasarkan sistem
OSS RBA ada yang terbit
otomatis dan ada yang
memerlukan pemenuhan
persyaratan Persetujuan
Lingkungan)

KETERANGAN

PELAKSANA MUTU BAKU
Pelaku Tim Teknis DPMPTSP Waktu
Usaha | OSSRBA | DLHKota | OSS RBA | Penerbitan Kelengkapan . . Output
. . (Hari Kerja)
Cimahi Dokumen
KTP, NPWP,

Pelaku Usaha, melakukan
pemenuhan

persyaratan Persetujuan
Lingkungan

Pelaku Usaha, mengajukan
permohonan dan mengisi data
yang dipersyartakan dalam
Persetujuan Lingkungan melalui
aplikasi OSS RBA

Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Cimahi memeriksa
kelengkapan memvalidasi data
yang masuk melalui OSS RBA

OSS RBA, menerbitkan
Persetujuan Lingkungan

DPMPTSP, Menerbitkan
Perizinan Berusaha

Total Waktu

email dan Nomor
HP

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN

PENGELOLAAN DAN

PEMANTAUAN

LINGKUNGAN (SPPL)

Bisa di unduh mandiri oleh
pemohon (Pelaku Usaha
Resiko Menengah

Rendah dan Rendah)

PKPLH (UKL-UPL) 14 Hari

SKKLH (Amdal) 90 Hari
(Setelah berkas dinyatakan
lengkap dan benar secara
admonistrasi)

Catatan :

(Pelaku Usaha Resiko
Menengah

Tinggi dan Tinggi)

PKKPLH (UKL-UPL)
atau SKKLH (Amdal)

PKKPLH (UKL- Perizinan Berusaha
UPL) atau 2
SKKLH (Amdal)
2 2 Hari Kerja

Keterangan :

[

/=
[
[

PELAKU USAHA

0SS RBA

DLH KOTA CIMAHI
DPMPTSP KOTA CIMAHI




STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL, UKL-

UPL/AMDAL) NON BERUSAHA

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah  pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup.

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan,
pengendalian, penyelenggaraan
hidup yang bermutu sesuai standar agar
penyelenggaraan pelayanan perizinan di  bidang
lingkungan hidup berjalanan tertib, lancar, efektif, dan
efisien.

pengawasan dan
penataan lingkungan

Klasifikasi/ Sasaran

- Lokasi Non Usaha

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

5 (lima) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|o

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Sesuai dengan permohonan

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12,

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Teknik
Lingkungan (Front Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL, UKL-UPL/AMDAL) NON BERUSAHA

Foto copy surat pemberitahuan tetangga yang diketahui RT, RW dan Kelurahan
Neraca keuangan terakhir

Foto copy KRK/Persetujuan Site plan / IMB sesuai peruntukan

Foto copy KTP Pemilik/direktur

Foto copy akta pendirian perusahaan

Izin lama (untuk perpanjangan)

Akta sewa (untuk lahan sewa), surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan
Foto copy Sertifikat tanah

Foto-foto berwarna lokasi kegiatan (tampak samping, kanan, kiri, bagian dalam dan
penghijauan serta resapan air)

10. Surat Kuasa (yang mengurus perizinan selain pemilik/direktur)

11. Foto copy izin pemanfaatan ruang/Izin Prinsip (bagi yang memerlukan)

12. Foto copy IPPT (bagi yang memerlukan)

13. Semua dibuat rangkap 2 (Satu Asli dan Satu fotocopy)

©XO NGO, WNE



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL, UKL-UPL/AMDAL) NON BERUSAHA

BAGAN ALUR PERSETUJUAN LINGKUNGAN NON BERUSAHA (MELALUI APLIKASI SIPINTER)

DPMPTSP KOTA CIMAHI

KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
NO. (siapa melakukan apa dan PEMOHON| Petugas Sub Tim Teknis [ Petugas Petugas Kelengkapan Waktu Output KETERANGAN
diserahkan kepada siapa) Pelayanan | Koordinator (DLH) Pelayanan Arsip (Hari Kerja)

1 |Pemohon mengajukan permohonan Formulir Permohonan 1. Formulir Pemohon dapat mengunduh dan
Persetujuan Lingkungan (SPPL Non Persetujuan Lingkungan Permohonan yang [mengisi seluruh formulir
Berusaha, UKL-UPL atau Amdal) Dinas Lingkungan Hidup telah diisi pendukung yang dibutuhkan
melalui aplikasi SiPinter. _J 2. Berkas sesuai persyaratan

persyaratan

2 |Petugas Pelayanan memeriksa Formulir permohonan dan 1 hari Tanda Terima Pemohon dapat mengunduh
berkas permohonan melalui aplikasi berkas Persyaratan Berkas Tanda Terima Berkas pada
SiPinter. Jika berkas permohonan = = Persetujuan Lingkungan menu aksi cetak resi
lengkap, maka dapat diterbitkan 2 Dinas Lingkungan Hidup
Tanda Penerimaan Berkas. jika tidak
lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.

3 |Sub Koordinator, Mengubah status Status Berkas Permohonan Permohonan Persetujuan
Permohonan melalui aplikasi SiPinter 1 Persetujuan Persetujuan Lingkungan Dinas
menjadi Persetujuan Lingkungan 1 hari Lingkungan Dinas |Lingkungan Hidup disampaikan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Lingkungan Hidup (ke DLH sebagai Tim Teknis.

4 |Tim Teknis, memverifikasi dan SPPL terverifikasi, |Mengikuti SOP DLH Kota Cimahi
memvalidasi serta melakukan PKPLH (UKL- SPPL 3 Hari
penilaian subtansi terhadap draft Tok UPL)/SKKLH PKPLH (UKL-UPL)14 Hari
dokumen lingkungan, serta jika (Amdal) SKKLH (Amdal) 90 Hari
diperlukan dilakukan pemeriksaan (Setelah berkas dinyatakan
lapangan. Ya lengkap dan benar)

5 |Petugas Pelayanan, menerima SPPL terverifikasi, PKPLH 1 hari Persetujuan Register Penomoran dari Dinas
Persetujuan Lingkungan dari DLH (UKL-UPL)/SKKLH (Amdal) Lingkungan Dinas [Lingkungan Hidup.

Kota Cimahi (sudah ditanda tangan |_:| Lingkungan Hidup

dan diberi nomor). L sudah ditanda
tangan dan telah
diberi nomor
register

6 |Petugas Pelayanan, menyerahkan Buku Pengambilan Izin dan 1 hari Persetujuan Pemohon izin hanya dapat
Persetujuan Lingkungan kepada Non Izin Lingkungan Dinas [mengambil izin dengan resi
Pemohon Lingkungan Hidup |penerimaan berkas.

sudah diterima
Pemohon

7 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas A Buku Penomoran Arsip 1 hari Arsip Persetujuan |Pengarsipan berdasarkan SOP

Persetujuan Lingkungan. Lingkungan Pengarsipan
Total Waktu 5 hari
Keterangan :

1 PELAKU USAHA
3 DLH KOTA CIMAHI
1 DPMPTSP KOTA CIMAHI




STANDAR PELAYANAN PETIKAN IZIN USAHA

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah  pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan;

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan perhubungan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang perhubungan berjalanan
tertib, lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Angkutan Kota dalam Trayek

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 10 (sepuluh) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 1 (satu) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN PETIKAN IZIN USAHA

NS s

o

FC. Nomor Induk Berusaha (NIB);

FC. KTP pemohon;

FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

FC. Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang
berbentuk PT telah disahkan oleh Kemenkumham.

Surat Keterangan Domisili Usaha Angkutan dari Kelurahan setempat (bagi perusahaan
yang tidak bergerak di bidang usaha angkutan, cukup dengan keterangan domisili
perusahaan sesuai bidangnya);

FC. masing-masing STNK dan Buku Uji Kendaraan yang dimiliki;

Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan
Bermotor (bermaterai).



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PETIKAN IZIN USAHA

BAGAN ALUR PELAYANAN
IZIN USAHA ANGKUTAN (IUA)

DPMPTSP KOTA CIMAHI

NG

URAIAN KEGIATAN

PEMOHON

FRONT OFFICE

ONLINE SINGLE
SUBMISSION
s

SIPINTER

TIM TEKNIS

PEREKONOMIAN

BIDANG

KEPALA
DINAS

KET

E

[]

&

T

Pemaohon mendapal informasi
lnaingenai proses penerbilan

Informasi

Perizinan

Pemaohon mendaliar pada
aplikasi 055

endaftar
055

Pamaohon menerima Nomor
Induk Berusaha (NIB) dari
aplikasi 055

h 4
NIE

L

Pemaohon mendaflar dan
upload persyaratan pada
SIPINTER

Uaflar dan
Upload di
SIPINTER

Pemohon Menerima Resi
Penerimaan Berkas

Hesi Penenmaan

-._B::E'.;L-"l

Pemeriksaan Lapangan
Oleh Tim Teknis

Y

Pemeriksaan
Lapangan

Proses Verifikasi dan
Penerbitan |zin oleh Bidang
Perekonomian DPMPTSP

Verifikasi dan
Penerbitan Izin

| I—

—

Panandatan%anan oleh
Kepala DPMPTSP

anda tangan
IUA

Pemaohon lzin mengambil
IUA yang telah terbit

Bidang Perizinan
Perekonomian DPMPTSE
melakukan validasi pada
Web Form OS5

N

Validasi pada
Web Form 058§




STANDAR PELAYANAN KARTU PENGAWASAN

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan;

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan  pelayanan bidang
perhubungan yang bermutu sesuai standar agar
penyelenggaraan pelayanan perizinan di  bidang
perhubungan berjalanan tertib, lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Angkutan Kota dalam trayek

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 3 (Tiga) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 1 (satu) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN KARTU PENGAWASAN

ogahkrwnpE

Surat Permohonan;

FC. KTP;

FC. STNK;

FC. Buku Uji Kendaraan;
Kartu Pengawasan asli;
FC SK Izin Trayek.



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR KARTU PENGAWASAN

BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN DPMPTSP

KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK (KP)

URALAN KEGLATAM

T TEKMIS

'EE

Fi

Parmohon memrta nformasl ke pefaseanan Fiormas
Mngn g Kty
Paregraiaar brin Trayss

= Parmohon mengisl lorrule permokonmen den
PreE D Cle Ty S L

- P-hm.l loha! memerdies keergRapen beras
- perraitr dilren resd peteenmasn
Derkds Aan Derkad Fart

permahanan
tmin Troyek diknm ke e
- Bite ik Gwrbatin b posmhon, T

Beguer prosss merrpeslagrh barfus peomohonan
Bia periu dikssuben pembahadsn Ten Telowm
e Thdak pearia, Langsung ke ahap proses

(%2 surat W da Tm Teknis uniuk
pambaliea
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Berdasarien Pembahssen Ten Tekons dibust
. Parrmsbsnr Lagangan
- Reuomenciasd Tim Tekms
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Ein cluh Kepaks DPWWPTER

Tangan Lrin

Ragrinims surel K Pengesasen (zm Trayeh, den
pengarsipan

Pormyerahan wrat Moty Pangassasan Lo Trayek yang
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STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan;

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan bidang
perhubungan yang bermutu sesuai standar agar
penyelenggaraan pelayanan perizinan di  bidang
perhubungan berjalanan tertib, lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Angkutan Kota dalam trayek

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 10 (sepuluh) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) Tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN TRAYEK

1. FC. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Surat Permohonan bermaterai (dilegalisasi oleh Organda Kota Cimahi atau KKU, kecuali
untuk angkutan tidak dalam trayek);

FC. KTP;

FC. STNK yang berlaku;

FC. Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku (lengkap);

Izin Trayek Lama dan Kartu Pengawasan asli;

FC. Izin Usaha Angkutan;

Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

n
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LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN TRAYEK

BAGAN ALUR PELAYANAN
IZIN TRAYEK (IT)
DPMPTSP KOTA CIMAHI

NO

URAIAN KEGIATAN

PEMOHON

FRONT OFFICE

ONLINE SINGLE
SUBMISSION
7

SIPINTER

TIM TEKNIS

BIDANG
PEREKONOMIAN

KEPALA
DINAS

KET

Fl

E]

]

T

Pemahon mendapal informasi
Lr?ﬁ.-ngcmll prases penerbilan

Informasi

L 4

Perizinan

Pemohon mendaftar pada
aplikazi 055

Mendafar di

055

Pemahon menerima Nomor
Induk Berusaha (MIB) dari
aplikasi 053

NiB

™

Pamohon mendafiar dan
upload persyaratan pada
SIPIN TER

aflar dan
Upload di
SIPINTER

Pemohon Menerima Resi
Peanerimaan Berkas

y
] TN
Berkas

Pamariksaan Lapangan
Oleh Tim Teknis

h

Pemariksaan
Lapangan

Prosas Verfikasi dan
Penerbitan |zin oleh Bidang
Perekonomian DPMPTSP

Verifikasi dan
Penerbitan lzin

| I—

1

Penandalanganan oleh
Kepala DPMPTSP

anda tangan

Pemohan lzin mengambil IT
yang telah terbit

10

Bidang Perizinan
Perekonomian DPMPTSP
melakukan validasi pada
Waeb Form 058

¥
Validasi pada
Web Form 058§




STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah  pengganti

Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. PP no. 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang pendidikan berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Sekolah Swasta

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 10 (sepuluh) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah
10. | Masa berlaku Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan
11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.
12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum
13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Surat Permohonan bermaterai;

Fotokopi NIB beserta lampirannya (KBLI);

FC. IMB;

FC KTP Penanggung jawab;

FC Akte Pendirian yayasan;

Hasil studi kelayakan pendirian sekolah;

Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);

Daftar peserta didik tahun berjalan;

Daftar Tenaga Kependidikan (dilengkapi dengan FC.ljazah yang telah dilegalisir);
. Daftar Tenaga non Kependidikan (dilengkapi dengan FC. ljazah yang telah dilegalisir);
. Kurikulum/Program kegiatan belajar;
. Daftar Sarana dan Prasarana;
. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari yayasan.

© o N gOMODNRE
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LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN DPMPTSP
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NO URALAN KEGIATAN PEMOHON INFORMAS PENERIMAANI BAGIAN PROSES TIM TEKNIS R

1 Fi 3 4 5 [ I [l

1. [ Pemaohon meminta informani ke pelayanan informasi
T e Cos D momermoreen [l toogte rom |
parsyaratan |zin

i L1
- -

2, |- Pemohon mengisl farmulir permohionan dan ¥
e benghagn pﬂ‘lﬁ.ﬂ\ Form &
- P ket mamaricss kelangkapan berkas: Parvymratan
. NQKAR PEMonon GDan NS Danarimaan
berkas, dan barcas permohonan Ein dikinm ke

higgan prosas
- Bila lidak lengkap, okambaliin ks pamahon

E

1 | Bagen protas mompelaian berkay pamohonsn
Bia peru, diakukan pembahesan Tim Teknis
Jika Tidak periu, Langsung ke ishap proses.

4, | Membusd sursl undangan kepada Ten Teknis untuk
pambahanan

5 | Bandasarkan Pembahasan Tim Toknis dibuat ;
- Pamarniksasn Lapangan
- Rekomandss: Tim Telnis
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STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON

FORMAL

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. PP no. 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan pelayanan
perizinan di bidang pendidikan berjalanan tertib, lancar,
efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Lembaga Pendidikan Non Formal

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

10 (Sepuluh) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|o

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12,

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

1. FC. Nomor Induk Berusaha;

2. FC.IMB;

3. FC. KTP Penanggung jawab;

4. FC. Akte Pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;

5. Daftar sarana dan prasarana kursus yang dimiliki sesuai program kursus yang akan
diselenggarakan;

6. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidikan yang tetap maupun tidak tetap;

7. Program dan kurikulum kursus;

8. Daftar ketenagaan dilengkapi dengan rencana sistem evaluasi dan sertifikasi;

9. Rencana manajemen pendidikan (pengendalian mutu dan pembelajaran);

10. Rekomendasi dari HIPKI.



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

BAGAN ALUR PELAYANAN
IZIN PENDIRIAN LEMEAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
DPMPTSP KOTA CIMAHI

NO

URAIAN KEGIATAN

PEMOHON

FRONT CFFICE

ONLINE SINGLE
SUBMISSION

SIPINTER

TIM TEKNIS

BIDANG
PEREKONOMIAN

KEPALA
DINAS

KET

]

k]

7

ks
Femonon mendapal Grmass
mengenal proses penerbitan
Izin Fendirian Lembaga
Pendidikan Non Formal

Informasi

. 4

Perzinan

Pemohon mendaftar pada
aplikasi 055

Mendaltar di

055
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STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pasar Pemerintah (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2019 Nomor 255).

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan  pelayanan sektor
perdagangan yang bermutu sesuai standar agar
penyelenggaraan pelayanan perizinan di  bidang
perdagangan berjalanan tertib, lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Kios di Pasar Pemerintah

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (Empat Belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah
10. | Masa berlaku Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan
11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.
12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum
13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi surat keterangan perolehan hak atas kios/ruangan di pasar;

Surat pernyataan memenuhi kewajiban sebagai pedagang bermeterai cukup; dan
Pas foto pemohon.

Pas foto sebagaimana dimaksud yaitu pas foto :

- terbaru;

- berwarna;

- ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm sebanyak 5 (lima) lembar; dan

- latar belakang warna merah.

o rwdhe



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR SURAT IZIN TEMPAT USAHA

BAGAN ALUR PELAY ANAN SURAT @3N TEMPAT U3AHA (#TU)
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STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan  pelayanan bidang
peternakan yang bermutu  sesuai standar agar
penyelenggaraan pelayanan perizinan di  bidang
peternakan berjalanan tertib, lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Dokter Hewan

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (Empat Belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Peternakan
(Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

o rwdhe

N o

Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;

Fotokopi ljazah Dokter Hewan;

Fotokopi sertifikat kompetensi  Dokter Hewanyang diterbitkan organisasi
profesi kedokteran hewan;

Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan

Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

BAGAN ALURPELAYANAN SURAT 2N PRAKTIK DOKTER HEWLN
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STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN HEWAN

BUKAN DOKTER HEWAN

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan bidang
peternakan  yang bermutu  sesuai standar agar
penyelenggaraan pelayanan perizinan di  bidang
peternakan berjalanan tertib, lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Kesehatan Hewan

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (Empat Belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo

Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah

sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode

sebelah kiri bawah
10. | Masa berlaku Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan
11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.
12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN HWEAN BUKAN DOKTER HEWAN

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;

4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah
kejuruan bidang Kesehatan Hewan;

5. Surat rekomendasi dari orgarusasi profesi paramedik veteriner; dan

6. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

BAGLN ALURPELAYANAN SURAT ZIN FRAKTE TENAGA KE 3 HATAN HEWL N BUKA N DOKTER HEWAN
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STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN

WARGA NEGARA ASING

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan  pelayanan bidang
peternakan  yang bermutu  sesuai standar agar
penyelenggaraan pelayanan perizinan di  bidang
peternakan berjalanan tertib, lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Kesehatan Hewan WNA

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (Empat Belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Peternakan
(Front Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING

1.
2.
3.

©

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Fotokopi Paspor;

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;

Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang
telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpabh;

Fotokopi ijazah/ sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpabh;

Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak
negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi
negeri di Indonesia;

Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;

Surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di
negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal,

Fotokopi kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asal;
Fotokopi kartu anggota dari orgamsasl profesi kedokteran hewan di Indonesia;

Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;

Fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang dikeluarkan oleh
organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;

Surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan spesialis
Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diterbitkan oleh organisasi profesi
kedokteran hewan di Indonesia;

Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan dan
etika profesi;

Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan;

Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan

Izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING

BAGANALUR PELAYANAN SURAT N PRAKTIK DOKTER HEWLN Wa RGA NEGARA & SING

DFMP TSP KOTA CIMAH
PELAKSANA MUTU BA KL
KEGIATAN Peligas TmTank 8D BT T o Pefugs  Kepsa DFWPTSP  Pafiges Petuges Araip KeEngapan Ve Dutpat
HO. (si3pa melakukan 3pa gan dsexhkan kepada | PEMOHON | pgaya nan Perianan Aaminstrasl Paizyanan Admingfrasl Panyarahan izn KETERANGAN
=) Pemkonomin |  PeriZnan Parinan
[Porak onomian
1P gRjubkan pernohonan dan pengisan “Sistern Periznan Oniine 1. Famnulir Permohoren yang
e g ditujuban ke DPMPTSP medaiisizeen [SIFMTER el dis
peiziren online | SIPINTER) Forrmulir Permohonan 2 Berdos pergyoratn
Leiri
1
I Pelugas Pelayanan menerilsa bedos 1. Dt Persyaraan Lin Resi P ditandstan goni secara
pemmoboran. Jka bekes permohonen lengen, 2 Megr ki elekinik
itk iyt diterbitkan Resi. Berkas
i rrpseiiar ke Thn Tolonks ureuk dilskuion
werifis doan i
3T Teknis melaun veriikas [xengan dan 1. Format BAP 1.BAP
walickasi o an menertidn Beit Acra Pemedksan r u 2. Format Rekomendas 2 Rekomendas Tim Teknis
{BAF) dan Rekomendasi Trn Tehnis yag [Tirn Tehnis 7
disarmpeikan ke DPMPTSP.
¥ $ub Koordl Perizinan Perskonomen [ Stencr Pedayaron Permofioren izin hasl veiiks
madakyukn veriikasi permohonn i2n ema sk . - fengiap dan benar)
haxsil B AR dan Resomendas Tekris. Jka berks
‘surdah gl chn b ik bk disersh kan 1
ke Sub Koordinator 4 dministras | Pariznan
Parsionomian
4 Sub Koordinator & dminksiras| Periznan Frrme Surat lin Dt supmatizin
P oISRONOMEEN membua deafiln dan deeshkan
ket Koondinator Petayanan P erizinan
P uriuk dipeikess
5 Kooriinaior Pelay anan Periznan Persionomian Drett summatizin
ek dan e e draflizing . o (et clipyorad)
3
& Pelugas A dmin Frerma ot dires Ferrmat Mota Dinas Mot Direes Perrmoharnan
prerer et garan in d an menyeehlkan kepods Perrmoaren Perendatangaren Lin
Kaipaka DPMP TP wriuk pon andafs nganan izn. Penandatangaren Lbn
T Kepaka DPMP THP rmerin datan gani ian dan Sumi bsn
mestyerabion ke Patuge s Penyeranan tmn. (s diten et ger)
& Petugas Penys rahanizin medskuken prses Buku Penomorn Suail ! Surat Lsin
Pt dan penormo e uriek desrmpeikon ke Lsim e cdoty clibyesi mornir i o
Pamohon C )
o Patugas Penjerahanizin meyer o izin ] B Peragarrtilaen Leinn kv b difesirr Perroion. | Permobon i By dgt
kemacs Peamohon. l:l mergartil izin dengan s
penemirmosn berias.
0 Peiugas Lrslpmenger=pkan bekas on dan Bk Penomomn Arsp 1 Araplan e AN = dan 500
gy plced izin pada SIFINTER. l—_—l Pengarsipen Lin
Toial Wik 14 Fexi




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi 1zin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Apoteker

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (Empat Belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

1.
2.
3.

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) yang dilegalisir oleh KFN (Komite
Farmasi Nasional);

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan
fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau
distribusi/penyaluran;

Surat Rekomendasi Puskesmas setempat untuk Dokter yang berpraktek di klinik dan
praktek swasta;

Surat Keterangan belum/sudah praktik dari Dinas Kesehatan (KTP luar Kota Cimahi);
Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua)
lembar.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT IZN PRAKT K APOTEKER (SIPA) DAN SURAT EIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMA SN [SKTTK}

Perrer ks aan (BAP) dan I Tim
Teknis yang disampaikan ke DPMPTSP,

3 |Kepala Seksi Perizinan Perekonomian
melskukan verfikasi permohonan izn
tesrrasuk hasil BAP dan | Tenis.

Jiks berkas sudsh lengkap dan bensr maks
barkss diserahkan ke Kepala Seksi
Admin i Perizi

Rekomendasi Tim
Teknis

Standar Pelayanan |

[verificasi (lengkap dan benar)

Permchonan isn hasd |

DPMPT SP KOTA CIMAHI
PELAKSANA MUTU BAKU
NOJ (siapa ,p?" Petugas Tim Teknis | Hepala Seksi | Kepals Seksi | Kepala Bdang Petugas Hepab Petugas Petogas Arsp Kelengkapan Wakt oo
P i e Perizinan DPMPTSP  |Penyerahan lzin
Perekonomian | Perekonomian
1 |Pemchon mengajukan permohonan dan - Stem Perigiran 1. Formulr Permohonan yang
pengss ian data yang dityjukan ke DPMPTSP (Onine SIPINTER 1etan dis i
melslui s & tem perizinan enling (SIPNTER) l _JI . Feemulr Permehonan| 2. Berkas pers yaratan
Lzin
4

H IMﬁiI Pelayanan memerks a barkas 1. Dattar Parsyaratan Resi Res i ditandatangani s ecars
permohonan Jka berkas permohonan . - izin elektronk
lengkap, maka dapat diterbitkan Resi Berkss = 2 Map Izin
Permohonan disampaikan ke Tim Teknis
untuk dilskukan verifikasi dan validasi

2 |Tim Teknis melakukan verificasi Bpangan 1. Format BAP 1. BAP
dan validasi i Barita Acara - re 2. Format 2. Rekomandasi Tim Tens

4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan
Perekonomian membust draft Izin dan
ciserahkan kepada Kepala Bidang

untuk

- Fermat Surat lzin

Ia&'hn.

% |Kepala Bidang Pelayanan Perzinan
Perekonomian memerks a dan memaral draft
ein.

B |Petugas Administrasi merbuat nota dinas
izin dan

kepads Kepala DPMPT SP untuk

penandatanganan kin

- Format Nota Dinas
Fermohonan
[Perandatanganan kin

Draft surat zin

Draft surat &in
s udah diparaf)

- Mota Dinas Permohonan
Fenandatanganan lzin

7 |Knpia DPMPT SP menandatangani cin dan
Petugas F Izin

i

% |Petugas Penyerahan kzin melskukan proses

ke Pemohon,

[Buk Pencmeoran
Surat Izin

Surat lzn
5 udah ditandatangani)

[Surat lzin
{s udah diberi nomor izin dan
Sicap)

T |Petugas Penyerahan ki menyershian imn
kepada Pemohon.

Buku Pengarbdan kin

10 |Petugas Arsip mangarsipkan berkas izin dan
mengupicad izin pada SIPINTER.

(Buiu Panomoran A ip)

Izin s udah diterima Femohon

[Fermahen izn hanys dapat
mengambil isin dengan resi

[Aesiplzin

Pangansipan &in berdasarkan
SOP Pengarsipan Izin

Tofal W aktu

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6

Tahun 2023 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan

berbasis resiko;

berusaha

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 1575/Menkes/Per/X1/2005 tentang Organis
dan Tata Kerja  Departemen

asi

Kesehatan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/ V1/2009
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/

X1/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indone
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registr
Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indone

sia
asi

sia

Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik

dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegr
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

asi

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Dokter Umum
- Dokter Gigi

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas

2. Formulir Permohonan lzin;
3. Alat Tulis Kantor.




12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum
13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI

N

©

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi STR (Surat Tanda Registrasi) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI (Konsil
Kedokteran Indonesia);

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
kesehatan sebagai tempat praktiknya;

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada
instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan
kesehatan lain secara purna waktu;

Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;

Surat Rekomendasi Puskesmas setempat untuk Dokter yangberpraktek di klinik dan praktek
swasta;

Surat Keterangan belum/sudah praktik dari Dinas Kesehatan (KTP luar Kota Cimahi);

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT ZIN PRAKTEK { SIF) DOKT ER DAN DOKTER GIGI

DPMPT 5P KOTA CIMAHI
PELAKSANA MUTU BAKU
BEG Petugas TimTeknis | Kepala Seksi | Kepal Seksi | Kepals Bid= Petu Kepals Petugas | Petugas Arsi Kelengkapan Waktu Cutput
NO| (siapam elakukan apadan diserahkan | PEMOHON 2 R T [prere ng st i e o KETERANGAN
Kepaiocapdl Pelayanan 1y DPMPTSP  |Penyerahan kin
Perekonomian Perizinan Perizinan
1 |Pemohon mengsjuksn permohonan dan - Sistem Perizinan 1. Formulir Permohonany ang
pengisian dats yang ditujukan ke DPMPTSP Online SIPINTER ltelah diis i
melalui s ktem per zinan online { SIPINTER) _ ] - Formulir Permohonan |2 Berkas persyarstan
Izin
1
7 |Petugas Pelayanan memerksa berke 1. Defar Persyarstan Resi Resi ditandatangani secars
perrohanan. Jis berkas permohonan o . Izin ekkironic
lengkap, maka dapat diter bitcan Resi. Berkas = > 2 Maplzin
Permohonan disampsikan ke Tim Teknis
untuk dilsk vk an verifikssi dan validss |
3 | Tim Teknis melskukan verifikasi lapangan 1. Format BAP 1. BAP
dan validasi dan menerbitkan Berita Acara T " 2 Format |2 Rekomendssi Tim Teknis
Pe ks {BAF) dan iTim Rekomendasi Tim 7
Teknis yang disampakan ke DPUMFTSF Teknis
2 |Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standar Pelayanan Permohonan izn hasil
melskukcan verifikasi permohcnan izin - " lverificasi lengkap dan benar)
termas Lk hasil BAF dan i Teknis.
Jia berkas s udah lenghap dan benar maka 1
berkas disershkan ke Kepala Seksi
Admini i Perizinan Py i
4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Format Surat zin Draft surat @n
Perekonomian membuat draft |zin dan —|
dieratken kepada Kepala Bidang |:,_|
Pelayanan Perizinan Perekonomian untuk
diperiksa.
& Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Draft surst zn
Perekonomian memerksa dan memarsf araft Y aNt (sudsh diparaf)
min. 3
& Petugas Administrasi membust nota dinas - Formet Nota Dinas - Nota Dinas Permohonan
zin dan i Permohcnan Penandatanganan lzin
kepada Kepala DPMPT SP untuk Penandatsnganan lzin
penandstanganan kin.
7 |Kepala DPMPT SP menandstangani in dsn Surat (zin
hian ke Petugas Peny zin. D {sudsh ditandstangani)
1
£ | Petugas Penyerahan kin mebkukan proses Buku Penomoren Surat Izin
dan urttuke di Surat lzin (sudah diberi nomor izin dan
ic Pemonon. C ] icer)
5| Petugas Penyerahan kzin menyer shcan @in Bliu Pengarbilan Izin [zin sudsh diterima Pemohon in hany a dapat
kepads Pemohon. rengahil izin dengan resi
pensrimean berkas.
10| Petugas Arsip mengarsigkan barkas zindan Buku Penomoran Arsip) 1 lArsip Ein Pengarsipan izin berdssarkan
rengupload izin pada SIFINTER. [] SOF Pengarsipan kin
Totsl Wakiu 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS

KEFARMASIAN

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/l1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi 1zin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Teknis Kefarmasian

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

A .

o

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian);

Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan
kefarmasian;

Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian;

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua)
lembar.



LAMPIRAN

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT IZN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) DAN SURAT EZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMA SIAN (SIKTTK)
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN : . - - -
- Petugas Tim Teknis Kepala Seksi | Kepala Seksi | Kepala Bidang Petugas Kepak Petugas Petugas Arsip Kelengkapan W akiu Output
ok {S'a"ame'aﬁ;‘::?ai'; drseralian  (PEMOHON | - o Perizinan Administrasi Pelayanan Administrasi DPMPTSP  |Penyerahan lzin HEIE E
Perekonomian Perizinan Perizinan
i Perekonomian
1 |Pemohon mengajukan permohonsn dsn - Sistem Perizinan 1. Formulir Permohonan yang
pengss ian dsta yang ditujukan ke DPMPTSP Cnline SIPINTER telsh disi
melslui s is fem perizinan online (SIPINTER} _ - Formuli Permohonsn 2. Berkss persyarstan
izin
1
2 [Petugas Pelayanan memekza beras 1. Daftar Persyaratan Resi Res i ditandstangani s scara
perrmohonan. Jika berkas permohonan - . Izin elektronik
lengkap, maks dapst diterbitian Resi. Berkas 2. Map Izin
Permohonan disampsikan ke Tim T eknis
untuk dilskukan verifikasi dan validasi
7 [Tim Teknis melekukan verifikasi lapangan 1. Format BAP 1. BAF
den validasi dan menerbitsan Berita Acara Tk " 2. Format 2. Rekomendasi Tim Teknis
Pemerks aan (BAF) dan iTim Rekomendasi Tim -
Teknis yang disampaikan ke DPMPTSP. Teknis
%'|Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standsr Pelaysnan izin hasil
melskukan verifikssi permohonan izin o " [werifikasi (lengkap dan benar)
termasuk hasil BAP dan i Teknis .
Jiks berkas sudsh lengksp dan benar maks
berkas disershkan ke Kepala Seksi
Adminstrasi Perizinan Perekonomian
4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Format Surat Izin Draft surat izin
Perekonomian memrbust diaft |zin dan )
disershkan kepada Kepala Bidang I:J
Pelayanan Perizinan Perekonomian untuc
digeriksa.
% |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Drsft sirat zin
Perekonomian merer ks a den memaraf draft T4 " {s udsh diparaf)
zin 2
& |Petugas Administrasi membuat nots dinas - Format Nota Dinas - Nota Dines Permohonan
izindan Permehonan Penandstangansn Izin
kepads Kepala DPMPT SP untuk Penandatanganan kin
penandstanganan izin
7 |Kepala DPMPT SP menandatangani zin dan Sirat ln
ke Petugas Izin. {s udah ditandetangani)
8 |Petugas Penyerahan lzin melskukan proses Buku Penomoran ! Surat Izin
dan untuk d Surat lzin {s udah diberi nomor izin dan
ke Pemohon. [] dicap)
¥ [Petugas Penyerahan kzin menyerahkan i@n Buku Pengamailan kin 1zin s udah diterima Pemohan |Pemahon izin hanya dapat
kepada Pemohon. mengambil izin dengan resi
penerimaan berkas
10| Petugas Arsip mengarsigcan berkas izin dan Buku Penomoran At ip| ! \Arsip Izin Pengarsipan izin berdasarkan
mengupload izin pada SIPINTER. D SOF Pengarsipan lzin
Tots! Waktu 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang 1zin
dan Penyelanggaraan Praktik Perawat;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Tenaga Perawat

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran I

Jangka Waktu

14 (empat belas) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|o

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

5 (lima) tahun

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

1. Mengisi formulir yang telah disediakan;

2. Fotokopi KTP pemohon;

3. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;

4. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

5. Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar
praktik mandiri;

6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;

7. Rekomendasi dari organisasi profesi;

8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK PERAWAT

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT ZIN PRAKTIK PERAWAT { SIPF}

DPMPT 5F KOT A CIMAHI

Petugas Administrasi membuat nota dinas
izin dan meny

kepada Kepala DPMPT 5P untuk

penandatanganan in.

[

- Farmst Mota Dinss
Permohonan
Penandstanganan kin

PELAK SANA MUTU BAKU
NO. (siqiamdaku:iaaﬁran:aﬂ TETE PEMOHON Petugas Tim Teknis Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Bidang Petugas Kepala Petugas Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output KET ERANGAN
Mepaia sigpa) Pelayanan Perizinan DPMPTSP  |Penyerahan zin

1 Pemohon mengsjukan permohonan dan - Sistem Perizinan 1. Formulir Permohonan yang
pengisian dsta yang ditujuksn ke DPMPTSP Oniine SIPINTER telch diisi
melalui sistem perizinan online { SIPINTER) l - Formulr Permohonan| 2 Berkas persyarstan

Izin
1
2 Petugas Pelayanan memeriksa berkas 1. Datar Persyaratan Resi Resi ditandatangani secera
Jiss berkas - . Izin slektronis

lengkap, maka dapat diterbitkan Resi. Berkas 2. Map Izin
Permohonan disampaikan ke Tim Teknis
untuk dilskukan verifikasi dan validasi.

2 Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan 1. Format BAP 1. BAP
«dan validasi dan menerbitkan Berita Acara Tk T 2. Format 2. Rekomendasi Tim Teknis
P ik {BAF) dan i Tim Rekomendasi Tim 7
Teknis yang disampaiken ke DPMPTSF. Teknis

2 Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standar Pelayanan Permohonan izin has il
melak ukan verifikasi permohonan izin . " verificasi {lengkap dan bener)
termesuk hasil BAF dan Rekomendasi Teknis. - 1
Jiks berias sudsh lengkep dan benar maka
berkss dis ershkan ke Kepala Seksi

Perizinan

4 Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Farmet Surat Izin Draft surat izin
Perekonomian membust draft |zin dan
diseratksn kepada Kepala Bidang E:}
Pelayanan Perizinan Perekonomian untu
diperiksa

% Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Drsft surat izin
Perekonomian memeriks a dan memaraf draft| Ta " {sudsh diparsf)
izin. 3

- Nota Dinas Fermohoran
Penandatanganan kin

Kepala DPMPT SP mensndstangani izin dan
ke Petugas zin

Petugas Penyerahan lzin mekkukan poses

dan urttuk i
ke Pemohon

Buku Penomaoran
Surat Izin

Surst Izin
{sudsh ditandstangani)

Surat lzin
{sudsh diberi nomer &in dan
dicap)

Petugas Penyerahan lzin menyssatkan in
kepada Pemohon.

Buku Pengarilan kin

Petugas Arsip mengsrsipcan berkss izin dan
menguplosd izin pada SIFINTER

Buku Penomeran At ip|

|zin sudah diterima Pemohon

Pemohen iin hanya dapat
mengambil Ein dengan resi
penerimaan berkas

esip 1zin

Pengarsipan zin berdssarkan
SOF Pengarsipan Izin

Tot! Waki

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 369/Menkes/SK/111/2007 tentang Izin Profesi
Bidan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Bidan

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN

©XONoO Ok WNE

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotocopy STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat 1zin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat di praktik;

Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK BIDAN

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN { SIPB)

DPMPT 5P KOTA CIMAHI
PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN - ; : 5 =
H01) (i el S g diseranicn || Pramoron P::;?:n e K Erat seka | e sl e g ISR D;;;ppﬁp Pmm;;::lm Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output KETERANEAN
kepada siap gl
ot s Perekonomian |  Perizinan Perizinan
1 |Pemohon mengsjukan permohonan dan - Sistem Perizinan 1. Formulr Fermchonan yang
pengisian dsts yang ditujukan ke DPMPTSP Cnline SIPINTER ltlah diis i
melalui sistem perizinan online (SIPINTER) _J - Formulr Permahanan [2. Berkas parsyaratan
lzin
. 1
2 |Petugas Pelayanan memerisa berkas 1. Dsftar Persyaratan Resi Resi ditandatangani secara
permohonan. Jike berkas permohonan . . lzin slextroni
lengkap. maka dapat diterbitean Resi. Barkas = s 2.Map lzin
Permohonan disampaikan ke Tim Teknis
untuk dilskUkan verifikasi dan validasi.
3 [Tim Teknis melskukan verifikes | lspangan 1. Formst BAP 1. BAP
dan validasi dan menerbitan Berits Acara Tk va 2. Formst |2. Rekomendas i Tim Teknis
(BAF) dan Tim Rekomendasi Tim -
Teknis yang dsampaikan ke DPMPTSP. Teknis
3 |Kepala SeksiPerizinan Perekonomian Stendar Pelayanan Permohanan zin hasil
melskukan verifikasi parmahonan zin - " Iverifikas i (lengkap dan benar)
termes Uk has il BAP dan i Teknis . - 1
J ka berkss sudah lengkap dan benar maka
berkss disershkan ke Kepala Seksi
|Administrasi Perizinan Perekon omian
4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Format Surat Izin Draft surat in
Perekonomian membust & aft Izin dsn )
dis eratken kepada Kepala Bidang _
Pelayanan Perizinan Perekonomian untuk
diperksa
% |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Draft surat @in
Perekon omian memerksa dan memaraf draft T “ (sudah diparaf)
izin el
& |Petugas Administrasi membust nots dinss - Format Nota Dinas | Mota Dinas Permohonan
izin dan Permohonan Pensndatanganan lzin
epsds Kepala DPMPT SP unik g Penandatangsnan Izin
penandatanganan izin
7 |Kepala DPMPT SP menandstsngani izin dan Sirat Izin
ke Petugas zin (sudah ditandatangani)
1
% |Petugas Penyerahan kzin melakukan proses Buku Penomoran Surat Izin
dan untuk d Susst lzin {sudah diberi nomor izin dan
= Pemohon. E:I dicap)
% |Petugas Penyerahan lzin menyerahkan in Buku Pengarbilan Izin Izin s udsh diterima Pemohen [Pemohon izin henya dapat
kepada Pemohon. mengambil izin dengan resi
penerimesn berkas.
10 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas zindan Buku Penomeran At ip| ! larsip lzin Pengarsipen n berdas arkan
mengupload izin pads SIFINTER I:] SOP Pengarsipan lzin
Totsl Wakt 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AHLI TEKNOLOGI

LABORATORIUM MEDIK

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/l1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

1. Mengisi formulir yang telah disediakan;

2. Fotokopi KTP pemohon;

3. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4. Fotokopi STR-ATLM atau STR-ATLM sementarabagi tenaga kesehatan warga negara
asing;

5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

6. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;

7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;

8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

9. SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua);

10. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT ZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI L ABORATORIUM MEDIK {SIP-ATL M}
DPMPT 5P KOTA CIMAHI

PELAK SANA MUTU BAKU
' RECHRIAN. Petugas Tim Teknis | Kepala Seksi | Kepala Seksi | KepalaBidang |  Petugas Kepab Petugas | Petugas Arsip | Kelengkapan Waktu Output
NO.| (siapa melakuhan apa dan diserahkan | PEMOHON 5 KETERANGAN
A Pelayanan Perizinan : y2 DPMPTSP  |Penyerahan fzin
Perekonomian |  Perizinan Perizinan
T [Pemohon mengsjucan permohonan dan [~ SistemPerizinan 1 Fomulir Permohonan yang
pengisian data yang ditujuksn ke DFMFTSP (Oriline SIFINTER elsh gisi
melslui sis tem perizinan oniine (SIPINTER) | |- Formui Parmohanan 2 Berkas parsyaratan
|zin
. 1
i |Petugas Pelayanan menerksa barkas T Daftar Pars yaratan Fesi Fles | dtandaiangan s=cara
parmononan Jiks berkas permohonan zin i —
lengkap, meka dapat diterbitkan Resi. Berkas — - 2. Map 1zin
Permohonan dsampsianke Tim Teknis
untu dilakukan verifikasi dan validesi.
7 [Tim Teknis melakucan ver fiasi Bpangan 1 FormatBAR 1887
dan vslidas dan menerbitean Berits Acara ] | 2. Format 2 Rekomendasi Tim Tekns
iksasn (BAF) dan i Tim R exomendasi Tim .
Teknis yang s smpakan ke DPMPTSP. Tekris
7 [Kepals Seksi Perizinan Perekonomian Standsr Pelyanan Fermohonan in has il
melsk ik an verificasi permohanan zin — i verifikas  (lengtap dan benar)
termasuc hasil BAP dan i Teknis )
Jika berkas s udsh lengesp dan benar meks
berkas diseratkan ke Kepala Seksi
Perizinan
¥ |Kepala Seksi Administrasi Perizinan |- Format Sirat izin Drafis rat in
Perekonomian membuat o sft 1zin den —
diserarican kepads Kepala Bidang I:J
Pel Perizinan P untukc
ks
% [Kepala Bidang Pelayanan Perzinan Drafis st @n
Perekonomian memericsa dsn memeraf draft - . (sudah diparaf)
izin. 3
& |Petugas Administrasi membust nota dinas |- Format Nots Dinas Not Dinas Parmonanan
@in dan Parmononan Fenandstanganan [zin
2pads Kepala DPMPTSP unik Panandatangsnan lzin
pensndatanganan ain
T [Kepala DPMPT SP mensndaiangani izin dan Sratizin
rikan ke Petugas Penyerahan Izin. I:l—| {sudan ditandatangani)
% |Petugas Penyerahan zin melskkan pros = Bk Penomoran ! Suratizin
dan untuk b Surat lzin {sudsh diberi normor izin dan
= Pemohon Ej dicep)
 |Retugas Penyerahan kzin menyeratian &in B kws Pengambian 2in in = udah diierima Pamohon [Fanohon in hamys dapet
2pads Pemohon. mengambil izin dengan resi
penerimaan barkss.
70 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Gindan Bk Penomoran Arsig] ! Aesiplzn Pangars ipan izn berdasarcan
menguplosd izin pada SIPINTER. l:l SOP Pangars ipan lzin
Total Wakiu 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Fisioterapis

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

© 0k wnE

10.

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STRF;

Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat 1zin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat
praktikpelayanan secara mandiri;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang
ditunjuk(tidak diperlukan apabila izin dikeluarkan dinas kesehatan);

Rekomendasi dari IFI;

SIPF atau SIKF pertama/Kedua (untuk permohonan SIPF atau SIKF yang kedua/ketiga);
Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatarbelakang
merabh.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

BAGANALUR PELAYANAN SURAT ZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS{ SIPF} DAN SURAT I2N KERJA FISIOTERAPIS | SIKF)

DPMPT 5P KOTA CIMAHI

@

Patugas Administrasi membust nots cinas
zindan

kepada Kepala DPMPT 5P untu

penandstanganan in.

- Format Nota Dinas
Fermohanan
Penandatanganan lzin

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN = : = ~ =
HO W e el s Sl il et PPehxgdaya:n Tim Teknis KEF:dr:"::sl KepaVIEVSeksl Kepala Bidang Petugas Dpﬁzp Pgwepeh:gramx;‘ n Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output T i
HEpSaS Sory Perekonomian |  Perizinan Perizinan

1 [Pemohon mengajukan permohonan dan - Sistem Periginan 1. Formulir Permohanan yang
pengisian dats yang ditujksn ke DPMPTSR Online SIFINTER t=lah giisi
melalui s stem perizinan anline (SIFINTER) - - Formulir Permohenan| 2. Berkas persyaratan

Izin

— 1

2 [Petugas Pelayanan memerkss berkas 1. Daftar Persyaratan Resi Resi ditendstanganisecars
permohonen. Jika berkas permohonan — . zin elestroni
lengkap, meka dapat diterbitcan Resi. Berkas > 2 Map Izin
Permohonan dsampaikan ke Tim Teknis
untu dilakukan verifikas i dan validasi.

2 |Tim Teknis melakukan verifikss | lspangan 1. Format BAP 1. BAP
dan validss i dan menerbitean Berita Acara T “ 2 Format 2 Reomendssi Tim Teknis
Pemerik: {BAPF) dan iTim Rekomendssi Tim 7
Teknis yang dis ampaikan ke OPMPTSE. Teknis

2 |Kepala SeksiPerizinan Perekonomian Standar Pelayanan Permohonan izin hasil
melsk Uk an vesificasi permohonan izin - " verificasi (lengesp dan benar)
termasuk hasil BAP dan iTeknis. 1
Jiks berkss sudsh lengkap dan bensr meks
berkas diseratkanke Kepala Seksi

__ | Administrasi Perizinan Perekonomian

4 |Kepala SeksiAdministrasi Perizinan - Format Surat Izin Draft s wrat izin
Perekonom ian membust draft |zin dan —
dis erahican kepada Kepala Bidang |:_|
Pelayanan Perizinan Perekonomian untuc
diperisa.

5 [Kepak Bidang Pelayanan Perizinan Draft = wst zin
Perekonom @an memeriks 2 dan memaraf draft Tde Ya {sudah dipar af)
in. 3

Mota Dinas Permchonan
randstanganan kin

-

Kepala DPMPT SP menandstengsani zin dan
yershian ke Petugas P han kzin.

e

Petugas Penyerahan Izin melakukan proses
dan untuk g

ke Pemohon

Buku Penomaran
Surat Izin

Surat Izin
{sudsh ditandstangani)

Sirat lzin
{sudsh diberi nomor izin dan
dicsp)

|

Petugas Penyerahan Izin mery=arkan @n
kepada Pemohon.

Buku Pengarbilan lan

&

Petugas Arsip mengsrsipkan berkas izin dan
mengupload iin pada SIPINTER.

Buku Penomoran Arsip|

lzin sudsh diterima Pemohon

Permohan izin harya dapat
mengamil izin dengan resi
penerimaan berkas

|Arsip lzin

Pengars ipan izin berdss arkan
SOP Pengars ipan Izin

Total Wakiu

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Tenaga Gizi

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZ|

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STRTGz;

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat 1zin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat

praktik pelayanan gizi secara mandiri;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;

Rekomendasi dari PERSAGI,

9. SIPTGz atau SIKTGz pertama/kedua (untuk permohonan SIPTGz atau SIKTGz yang
kedua/ketiga);

10. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.

© 0k wnNpE
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LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT ZIN PRAKT K TENAGA GEZI({SIPGz) DAN SURAT IZN KERJA TENAGA GEI [ SIKTGz)

DPMPT SF KOTA CIMAHI

Pemer ksaan (BAP) dan R i Tim

Teknis yang disampaikan ke DPMPTSF

Rekomendasi Tim
Teknis

PELAKSANA MUTU BAKU
CEESTE Pet 5 Tim Teknis Kepala Seksi Kepala Seksi | Kepala Bidan Petugas Kepala Petugas Petugas Arsi Kelengkapan Waktu Output
NO. (siapa melskukan apadan diserahkan | PEMOHON = = o= E = & ! : = = = s KETERANGAN
s Pelayanan Perizinan Ac DPMFT 8P | Penyerahan lzin
paca Sapa Perekonomian | Perizinan Perizinan
1 [Pemohon mengsjuan permohanan den - Sistem Perizinan 1. Formulir Per mohonen yang
pengk ian data yang ditujkan ke DPMPTSP Onine SIFINTER telan diii
melabi sistem perizinan cniine (SIPINTER] - Formulir Permohanen 2 Berkas persyaratan
zin
1
2 |Petugas Pelayanan memerits @ berkss 1. Daftar Persyaratan Resi Resi ditandstangani s ecars
permohonan, Jiks berkas permohanan = - in slektronik
lengkap, meka dapst diterbitian Resi. Berkas 2 Map lzin
Permoncnan disampaikan ke Tim Teknis
Lntukc ilskukan verificas dan valdasi.
37|im Teknis melskukan verificasi lspangan 1. Format BAP 1. BAP
ldan validasi dan menerbitan Berits Acsra | §[r 2 Format 2 Rexomendssi Tim Teknis

e

Kepala Seksi Perizinan Perekonomian
verificasi n

termasuk hasil BAF dan R i Teknis

Wika berkas sudsh lengkap dan berar meka
berkss dis ershkanke Kepala Seksi
|A dministrasi Perizinan Perekonomian

Standar Pelayanan

Permohonan izin has il
verificasi (lengkap dan benar)

|

Kepala Seksi Administrasi Perizinan
Perekonomian membuat draft lzin dan
|diserahkan kepads Hepala Bidang
Pelayanan Perizinan Perekonomian untuk
Idiperissa.

- Format Surat |zin

o

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian memerikss dan memarsf draft
izin.

EY

Petugas Administrasi membuat nota dinas

izin dan
lc=peds Kepals DPMPT SP untuk
penandatanganan izin

- Format Nata D inas
Permohonan
Penandatanganan kin

Drafts wat izin

Drafts wst zin
(sudsh diparaf)

- Mot Dinas Permohanan
Pensndstanganan Izin

-

Kepala DPMPT SP menandstangsni izin dsn

hkan ke Petugas Peny zin.

ol

Petugas Penyerahan kzin melahkan pas =
dan untuk dis i

|ee Pemohon.

Buku Pencmaran
Surst Izin

Surat Izin
(sudsh ditandstangani)

Surat lzin
(sudsh diberi nomor izin dan
dicap)

0 kzin izin
lc=pada Pemohon.

Buku Fengambilan kzin

=]

Petugas Arsip mengarsipkan berkas izin dan
mengupload zin pada SIPINTER.

Buku Penomaran As in|

Izin sudsh diterima Perohon

Femohon zin hanya dapat
mengamtil izn dengan resi
penerimaan berkas

Arsip lzin

Pengarsipan izin berdzsarkan
SOF Pengarsipan lzin

Total Wakiu

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Terapis

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL

©XONoO Ok WNE

Surat keterangan tempat praktik atau kerja bermaterai
Foto STR asli sesuai profesi yang masih berlaku

Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Foto ijazah terakhir asli

Pasfoto terbaru berwarna latar merah

Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP)

Surat pernyataan kecukupan SKP bermaterai

Surat izin praktik ke-1 dan atau ke-2

Bukti pemenuhan kompetensi



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL

BAGAN ALURPELAYANAN SURAT [ZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL PFENGOBAT TRADISIONAL
DPMPT 5P KOTA CMAHI

[PELAK 24 NA MUTUBA KL
KEGIATAN
Felugat Tim Teknis $UD KoOraNator | SUD KooTanator | RoGRNSDT Fetugee Kepaiz DPNET 5P Petugee Fatuges Araip Keengrapan VRt Cutput
WO. [sapamelakukan apa dan dsed fkan kepada | FEMOHON Pelayanan Palzy Admini frasl Penyerahan lzn KETERANGAN
Siapa) Pemkonomin Faridnan Paridnan
|Parai Onoumia Perek onoaTian
T PemONON ek e rrohon i e “Smern Poaren Orline T Famuir Perrmoare yag
dasa yang ditsjukan ke DPMPTSP mefa i sisen SIPIMTER tedzh diis
peizinan orline (SIPINTER) I_'-u'm.iir Permohoren 2 Beras persyaratn
n
1
2 pelugss Polayanan mernesikss bedes 1. Dasfior Persyaratan Lin Rlesi R ditandoton gonil secara
permoboran. Jka bekas permohonan lengheg, 2. My lsim EEETY
maka depet diterbithan Resi. Berkas Pernoh oren
dizrrpsskan ke Thm Teknks uriuk dilaskukan
wexifkas dan wlidesi.
3 Thn Teknly rmedaoben verifiles lapen gan dan 1. Farnat BAP 1. BAP
walidasi dan menebiton Beita Acara Pemedksan 2 Fornat Reomendas 2 Rekormendasi Tim Tehris
(BAF) don Reormendorsi Tim Teknis yang i Teknis 7
dizargsikan ke DFMPTS?.
IOsuK St dar P efaryaren Pemmohorsn izn fasl vk
el verifikas perrmohornon ion sk - = Jengicn dan benar)
hasil BAP dan Rekormenda s Tekris. Jka bedsas
st el chan B sk e disekan 1
ke St Koofdnator A dminisirasiPeriznan
Perskonomian
4 Sub Koordinator A dminksiras| P sriznan Farrre Sorad kin Dt suraitizin
Perelonamian meiuas deflan don dseshkan
ek Koordinaios Pelay a nan P erzinan
Paratonomian wivk dpenks
= KoORENADT [Paday anan PariAnan Parek onomian Dt suratisin
mernerisa dan memars draflizin - - (e dipard)
3
E P;‘Ewhmnmnznhu:ncu dire Frrmat Mots Dinas Mota Direes Perrnohoren
e daten garan iEn dan men e an epeds Permohoren Perardatangaren Lbn
Kepata DPMP T3P uriuk pen andai nganan ixn ‘ Penandatangaren Lbn
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STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 357/ MENKES/PER/V/2006 tentang
Registrasi dan 1zin Kerja Radiografer;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Radiografer

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER

1.
2.

w

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan
radiografer;

Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
Rekomendasi dari organisasi profesi;

Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Surat 1zin Kerja Radiografer (SIKR)

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP Pemohon;

. Fotokopi SIR yang masih berlaku;
. Fotokopi ijazah Radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan

Radiografer;

. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau yang menyatakan

masih bekerja pada sarana yang bersangkutan;
Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT [N RADIOGRAFER (SIR) DAN SURAT IZIN KERJA RADIOGRAF ER (SIKR)

DPMPT SP KOTA CIMAHI

Pemerikssan (BAP) dan i Tim

Rekomendasi Tim

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN = - = = =
80| crabvi e e || pestoiion Petugas. Tim Teknis | Kepala Seksi K.:pa_ia_ 5:ij Kepala Bidang [ Petugas Kepals Petugas [ Petugas Arsip Kelengkapan Wakiu Output erin
s Pelayanan Perizinan A Pel DPMPTSP  |Penyemhan kin Tt
Perckonomian |  Perizinan Perizinan
T [Pemehon mengsjkan permohonan dan - 5& tem Perizinan 1. Formulir Permohonan yang
pengisian dats yang ditujukan ke DPMPTSP Cnline SIFINTER ltelsh ditsi
melalui sistem perizinan anline (SIPINTER) _ - Formulr Permohonan [2. Berkas persyaratan
Izin
N 1
7 |Petugas Pelayanan memerisa berkas 1. Datar Pers yaratan Resi Resi ditandatangani secara
permahonan. J ka berkas permohanan . Izin ikt onik
lengkap, maka dapat diterbitcan Resi. Berkas - 2. Map lzin
Permohonan disampakan ke Tim Teknis
untuk dilakukan verificasi dan validasi.
3 [Tim Teknis melacukan verifikssi lapangan 1. Format BAP 1.BAF
dan validasi dan menerbitcan Berta Acara o] }[w 2. Format |2. Rekomendasi Tim Teknis

7
Teknis yang disampaikan ke DPMPTSP. Tekni
* |Kepala Seksi Perizinan Perekon omian Stendar Pelayansn Fermohonan izin hesil
melak ik an verifitss | permohonan in - " |verifikas i (lengkap dsn bensr)
termasuk has il BAP dan i Teknis .
Jika berkes sudsh lengkap dan benar meka
berkas disershkan ke Kepala Seksi
Administrasi Perizinan Perekon omian
4 |Kepala Seksi Adm inistrasi Perizinan - Formet Surat Izin Draft surat izin
Perekon omian membuat dreft kzin dan —
diseratkan kepsda Kepala Bidang |:
Pelayanan Perizinan Perekonomian untut
diperiks s
% |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Draft surat izin
Perekon omian memeriks s dan memaraf draft T ™ (sudsh diparaf)
izin. 3
© |Petugas Administrasi membust nots dinas - Format Nota Dinss | Mota Dinas Permahonan
izindan Permohonan Penandatanganan lzin
kepads Kepala DPMPT SP untukc Pensndatangansn lzin
penandstenganan izin
7 |Kepala DPMPT 5P menandstargani izin dan Surat Izin
ke Petugas Peny Izin. {sudsh ditandstangani)
% |Petugas Penyerahan Izin melskucsn prosss Buku Pencmaran ! Siratlzin
dan untuk dis Surat Izin {sudsh diberi nomor izin dan
iy ] o
% |Petugas Penyerahan Izin menyarshian izn Buku Pengarmbilan zin Izin s udsh diterime Pemchon [Pemohen n hanys dapst
kepads Pemohon. mengambilizin dengan resi
penerimean berkes.
12 |Petugas Arsip mengarsiphan berkss in dan Buku Penomoran Aisip larsip lzin Pengsrsipan in berdssarkan
mengupload zin pada SIPINTER. E:I SOP Pengarsipan lzin
Totsl Wakir 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Perekam Medis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Perekam Medis

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS

©XONoO Ok WNE

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STR Perekam Medis;

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat I1zin Praktik;

Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
Rekomendasi dari organisasi profesi;

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar.



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT EIN KERJA PEREKAM MEDIS {SIKPM}
DPMPT 5P KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
- (si*amdmﬁ'fa“p?:m A S | p—— Petugas TmmTeknis | Kepala Seksi | Kepal Sekai | Kepala Bidang Petugas Kepala Petugas Petugas Arsip Keleng kapan Waktn Cutput KETERANGAN
Neprada siapa) Pelayanan Ferizinan ni Pelaya DPMPTSP  |Penyerahan lzin
Perekencmian Perizinan Perizinan
1 |Pemohon mengajukan permohonan dan - Sis tem Perizinan 1. Formulir Permohonan yang
pengisian data yang ditujukan ke DPMPTSP Online SIPINTER telah diki
melakii sistem perizinan online (SIPINTER) ] - F ormuir Permohonan) 2. Berkas persyaratan
Izin
— 1
< [Petugas Pelayanan memerikss berkss 1. Daftar Persyarstan Resi Residitsndstangani secars
Jika berkas - . Izin elektroni
lengkap, meks dapat diterbitkan Resi Berkas 2. Map kin
Permehonan disampaksn ke Tim Teknis
untuk dilak ukan verficasi dan validssi.
3 |Tim Teknis melakkan ver ificasi lapangan 1. Format BAP 1. BAP
dan validesi dan menerbitkan Berita Acara Tk T 2. Format 2. Rekomendasi Tim Teknis
Pemerksaan (BAP) dan Tim Rekomendssi Tim 7
Teknis yang dis smpaikan ke DPMPTSP. Teknis
3 |Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standar Pelayanan Permpohonan izin hasil
melakukan verificas | parmohonan izin - - verifiasi (lengkap dan benar)
termesuk hasil BAP dan Rekomendas i Teknis. 1
Jika berkas s udsh lengkap dan benar maka
berkss diseratkan ke Kepala Seksi
Administrasi Perizinan F I
4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Formet Surat lzin Draft surat &n
Perekon omian membusat drsft Izin dan —‘
dis er shkan kepada Kepala Bidang I:J
Pelay Perizinan Py ian untuk
diperksa.
£ |Hepala Bidang Pelayanan Perizinan Draft surat zn
Perekonomian memerksa dan memeraf draft "y ™ {sudah diparaf)
=08 3
2 |Petugas Administrasi membuat nota dinas - Farmet Nota Dinas - Nota Dinas Permchonan
izin dan Permohonan Penandatanganan Izin
kepads Kepala DPMPT 5P untik Penandatanganan Izin
penandstanganan izin
7 |Kepala DPMPT SP menandatengani n dan Surat Izin
menyershican ke Petugas Penyerahan Izin. {sudah ditandatangani)
% |Petugas Penyerahan lzin melskucan proses Buku Penomorsn ! Surat Izin
dan untuk die Surat Izin {sudah diberi normor izin dan
k2 Pemohon. :| dicap)
% |Petugas Penyerahan lzin menyershkan izin Buku Pengambilan Izin |zin 5 udsh diterima Pemohon | Pemehan izin hanya dapst
kepads Pemohon mengambil zin dengan resi
penerimaan berkas.
10 | Petugas Arsip mengarsipkan berkas zin dan Buku Penomoran Arsip| ! Asip lzin Pengarsipen izin berdss arkan
mengupload izin pada SIFINTER. D SOF Pengars ipen Izin
Total Wakiu 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK REFTAKSIKNIS OPTISIEN

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah  pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/l1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Tenaga Refraksiknis Optisien

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

14 (empat belas) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|Njo

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

5 (lima) tahun

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIKNIS OPTISIEN

© 0k wnNpE

© © N

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STRRO atau STRO;

Fotokopi surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang
bersangkutan;

Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;
Rekomendasi dari IROPIN;

SIKRO atau SIKO pertama (untuk permohonan SIKRO atau SIKO yang kedua).

. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatarbelakang

merah;



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK REFRAKSIKNIS OPTISIEN

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT IZN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN { SIKRO} DAN SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS [SIKO)
DPMPT 5P KOTA CIMAHI

KEGIATAN
(Siapamelakukan apa dan disershkan
kepadasiapa)

PEMOHON

PELAK SANA MUTU BAKU
Petugas. Tim Teknis Hepals Seksi | Hepals Seksi | Kepala Bidang Petugas Kepak Petugas Petugas Arsip Kelengkapan Wakiu Output
Pelayanan Perizinan Administrasi Pelayanan Administrasi DPMPTSP  |Penyerahan kzin
Perekonom

KETERANGAN

Pemohon mengsjuksn permononan dan
pengs ian data yang ditujkan ke DPMPTSP
melalui sistem perizinan anline (SIFINTER)

- Sktem Perizinan
Online SIFINTER

- Formulr Pesmohonan|
kin

ra

Petugas Pelayanan memerixsa bercas
permohonan. Jika berkes permohanan
lengkap, maka dapst diferbikan Resi. Berkas
Permononen dissmpaikan ke Tim Teknis
untuk cilskukan verificasi dan validas i

1. Daftar Pers yaratan
kzin
2 Map kin

1. Formuiir Permohonan yang
elah diisi
2 Berkas persyaratn

Resi

Resi ditandstangani s ecars
siektronk

w

Tim Teknis melakukcan verificasi lapangan
dan validas i dan menerbitkan Berits Acara

Permerksaan (BAF) dan R i Tim
Teknis yang disampsikan ke DPMPTSP.

Rekomendss | Tim
Teknis

1. BAP
|2 Rekomendas i Tim Teknis

el

Kepala Seksi Perizinan Perekonomian
melgkukan verifikasi permohgnan izin
termasuk hes il BAP dan R i Teknis .

Jiks berkas sudah lengksp dan benar maks
berkss disersfkanke Kepala Seksi
Administrasi Perizinan Perek ian

Standar Pelayaran

Permehanan iin hes il
verifikasi {lengkap dan benar)

-

3

Kepala Seksi Administrasi Perizinan
Perekonomian membuat draft Izin dan
diserahkan kepads Kepala Bidang

Pel Perizinan Pe ian untuk

|dipesiksa.

- Format Swrat |zin

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian memerisa dan memarsf draft
izin.

Petugas Administrasi membust nots dinas
iwndan

kepads Kepala DPMPT 5P urtuk
penandatanganan in.

- Format Nots Dinas
Permohanan
Penandatanganan lzin

Draft surat @n

Draft surat n
{sudsh diparaf)

- Mota Dinas Pesrmohonan
Penandatanganan lzin

-

Kepala DPMPT SP menandatangani izin dan

ke Petugas Penyerahan lzin.

el

Petugas Penyerahan kin meleukan poses
dan urtuk d i

ke Pemohon.

Buku Pencmoran
Surat Izin

Surat Izin
{sudah ditandstangani)

Surat Izin
{sudah diberi nomor zindan
dicap)

@i

Petugas Penyerahan kzin menyershian n
kepads Pemohon

Buku Pengambilin kin

|

Petugas Arsip mengars ipkan berkas in dan
menguplead izin pada SIFINTER.

Buku Penomoran A |

kzin sudsh diterima PFemohon

Femohon izin hany a dapat
mengamil izin dengan resi
penerimaan berkas

A= lzin

Fengars ipan izin berdasarkan
SOP Pengars ipan Izin

Total Wakiu

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara,

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Tenaga Terapis Wicara

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran I

Jangka Waktu

14 (empat belas) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|N|o

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

5 (lima) tahun

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

© 0k wnNpE

© © N

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STRTW,;

Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat 1zin Praktik;

Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat
praktik pelayanan secara mandiri;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
Rekomendasi dari IKATWI;

SIPTW atau SIKTW pertama (untuk permohonan SIPTW atau SIKTW yang kedua);

. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang

merah.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT IZN PRAKTIKT ERAPIS WICARA { SIPTW)] DAN SURAT IZIN KERJA T ERAFIS WICARA (SKTW}

DPMPT 5P KOTA CIMAHI

@

Petugas Administrasi membuat nota dinas
@ndan

2peda Kepala DPMPT SP urtuk
penandstanganan iin.

- Format Nota Dines
Permohonan
Penandatanganan lzin

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Z z z = 2
. ) Petugas Tim Teknis Kepala Seksi | Kepala Seksi | Kepak Bidang Petugas Kepala Petugas Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output
i (U Lo o ’"e"";““'"“ d""? dmdiceahlan | PEMCHEN | o Perizinan Administrasi | Pelyanan | Administrasi | DPMPTSP  |Penyerahan kin EYERCh A
epaamapa) Perekonomian |  Perizinan Perizinan
1 [Pemohon mengsiukan permchonan dan - SistemPerizinan 1. Formulir Permohonan yang
pengisian dats yang ditujucan ke DPMPTSP Online SIPINTER elah diisi
melsli sistem perizinan orline (SIPINTER) ] - Formuli Permchanan 2 Berkss persyaratan
lzin
1
2 |Petugas Pelayanan memerkss berkas 1 Daftar Persyaratan Resi Res i ditandstangsni secara
permohenan. J s berkas permohonen o " Izin elekionic
lengkap, meka depat diterbitkan Res i, Berkes 2 Map Izin
Parmohcnan disampaikan ke Tim Teknis
untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
3 |Tim Teknis melskukan verificas | lapangan 1. Farmet BAP 1. BAP
dan validas i dan menerbikan Berita Acara Tk ta 2. Farmet |2 Rekomendss i Tim Teknis
i {BAF) dan Tim Rekomendasi Tim -
Teknis yang disarpaikan ke DFMFTSF. Teknis
2 |Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standsr Pelsyanan Permohonan izin hasil
melsk ik an verificasi permohonan izin - - lverifik asi (lengksp dan bensr)
termas uk hasil BAF dan i Teknis. 1
Jika berkas sudah lengkap dan benar maka
berkas disershkanke Kepala Seksi
A ini i Perizinan Pe i
4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Format Surat Izin Draftsurat izin
Perekonomian membuat draft Izin dan —‘
dis eratican kepads Kepala Bidang |:_J
Pelay Perizinan Pe urtuk
diperiks.
£ |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Draftsurat izin
Perekonomian memerkss dan memeraf draft| T Ya {(sudsh diparaf)
izin. 3

- Nota Dinas Permohonan
Perandatanganan lzin

k= Pemohon.

7 |Kepala DPMFT 5F menandstangani izin dan
ke Petugas F Izin.
8 gas Penyerahan lzin proses Buku Penomoran
dan p untuk d Surat kzin

Surat Izin
{sudsh ditandatangani)

Surat lzin
{sudsh diberi nomar izin dan
dicsp)

w

Petugas Penyerahan kzin menyerahkan zn
=pada Pemohon

Buku Pengambilan Izin

Petugas Arsip mengars ipkan berkas &n dan
mengupload iin pads SIFINTER.

Buku Penomoran As g

kzin sudah diterima Pemohon

Pemohon zin hanya dapat
mengambil kin dengan resi
penerimaan berkas

Arsip lzin

Pengars ipan @n berdasarkan
SOP Pengarsipan lzin

Tota! Wakiu

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANASTESI

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anastesi;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Perawat Anastesi

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANASTESI

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotocopy STRPA,;

Fotocopy surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
Rekomendasi dari organisasi profesi;

SIKPA pertama/kedua (untuk permohonan SIKPA yang kedua/ketiga);

10 Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.

© o Nk WNE



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK PERAWAT ANASTESI

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT ZIN KERJA PERAWAT ANASTESI (SIKPA)

@

Petugas Administrasi membust nota dinas

izin dan meny sratk
kepads Kepala DPMPT SP untik
penandatanganan iin

_ Format Mota Dinss
Permchonan
Penandstanganan lzin

DPMPT 5P KOTA CIMAHI
PELAK SANA MUTU BAKU
KEGIAT AN 5 z = = 2
NO| (siapam elaukan apa dan diserahkan | PEMOHON P:E;?::n AN A K;‘::;:" i e KE"’“ Eiay PeRigay ug;;i%hsp PE:::K 4l el A e ik et KETERANGAN
deiak ses Perekonomian Perizinan Perizinan
Perekonomian | Perekonomian

1 |Pemohon mengajukan permohonan dan - Sistem Perizinan 1. Formuiir Permohonanysang
pengsian data yang ditujkan ke DPMPTSR COnline SIPINTER ltelah dis i
rrelalui s i tem perizinan online {SIPINTER) _Jl - Formulir Permehonan |2 Berkas persymrstan

Izin

- 1

Z [Petugas Pelayanan memerikss beriss 1. Dafiar Persyaratan Resi Resi ditandatangani secara
permohonan Jika barkas permohonan = " Izin ekktronik
lengkap, msks dapat diter bitkan Resi Berkss > 2 Maplzin
Permchonan dis srpaikan ke Tim Teknis
unttuk dilskukan verifikasi dan validss i.

3 |Tim Teknis melskukan verifikasi lapangan 1. Format BAP 1. BAP
dan validssi dan menerbitsan Berita Acara Tk . 2 Format |2 Rekomendasi Tim Teknis
Femeriksaan (BAF) dan i Tim Resomendssi Tim -
Teknis yang dssmpaian ke DPMPTSF Teknis

2 |Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standar Pelaysnan Permchonan izn hasil
rrelakuican verifikasi permohonan izin - - |verificasi (lengkap dan benar)
termas uk hasil BAP dan i Teknis. 1
Jika berkas 5 udah lengksp dan bensr maka
berkas diserahkan ke Kepala Seksi

ini: i Perizinan F i

4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Format Surat Ein Draft surat zn
Perekonomian membust drsft Izin dan —|
diserahian kepads Kepala Bidang |:'_|
Pelayanan Perizinan Perekonomian untuk
diperiksa.

% |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Draft sirat @in
Perekonomian memerksa dan memaraf draft Tk . (s udah diparaf)
in 3

[ Nota Dinas Permahanan
Penandstanganan lzin

Kepala DPMPT SP mensndstsngani in dan
menyershian ke Petugas Penyerahan kzin.

@

Petugas Penyerahan lzin mekkukan proses

dan urtuk di
ke Pemchon.

Buku Pencrmoran
Surat Izin

Surat Izin
{sudsh ditandstangan)

Sirat zin
(s udsh dibei nomaor izin dan
dicap)

|

Petugas Penyerahan lzin meny=arkan &in
kepads Pemohon.

Buku Pengambilan Izin

Petugas Arsip mengars ipran berkas Eindan
menguplosd izin pada SIPINTER.

Buku Penarmoran Ars p|

Izin sudah ditesima Pemchon

Pamchcn iin hany a dapat
mengarbil izin dengan resi
pensrimean berkas.

[Prsip Ein

Pengarsipan izin berdesarkan
SOP Pengarsipan kin

Toial Wakiu

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Tenaga Sanitarian;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Sanitarian

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN

© 0k wnNpE
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Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STRTS;

Fotokopi surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang
bersangkutan;

Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;
Rekomendasi dari HAKLI;

SIKTS pertama (untuk permohonan SIKTS yang kedua);

. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang

merah.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT EIN KERJA TENAGA SANATARIAN [ SIKT 5}
DPMPT 5P KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUT U BAKU
KEGIAT AN - = = s 5
NO.| (siapa melakulon apadan disershkan | PEMOHON Petugas Tim Teknis | Kepala Seksi | Kepala Seksi | Kepala Bidang Petugas Kepala Petugas | Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output o
Yecnela Sanpal Fiks Pelayanan Perizinan A F A DPMPTSP  |Penyerahan Izin EXpeon
= s Perekonomian |  Perizinan Perizinan
1 |Pemohon mengsjucan parmohonan dan - Sigtem Perizinan 1. Formuli Permehonan yang
pengis ian data yang ditujukan ke DPMPTSP Crline SIFINTER lteksh diisi
melslul sistem perizinan online (SIFINTER) _Jl - Formuli Permohonan |2. Berkas persyaratsn
lzin
. 1
2 |Petugas Pelayanan memeriksa berkss 1. Daftar Persyaratan Resi Resi ditandatangani secara
permohonan. Jika berkas permohonan : " lzin ekstronk
lengkap, maka dapst diterbitcan Res i Berkas — ; 2. Mag Izin
Permohonan disampaikan ke Tim Teknis
untuk dilskuisn verifikes i dan validas i
3 [Tim Teknis melskukan verificasi lspangan 1. Format BAP 1.BAR
dan validssi dan menerbitcan Berita Acara T2 va 2. Format |2. Rekomendas i Tim Teknis
Pemerkszan (BAF) dan R Tim Rekomendssi Tim -
Teknis yang disampsikan ke DPMPTSP. Teknis
2 |Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standsr Pelaysnan Fermohonan izin hasil
melskuksn verifikasi permehonan izin - " [verificssi {lengkap dan benar)
termesik hasil BAF dan R i Teknis . . 1
Jika berkas sudah lengkap dan bensr maks
berkss dizerahkan ke Kepala Seksi
Administrasi Perizinan Perekonomian
4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Format Surat lzin Draft surat in
Perekonomian membust drsft |zin dan =
diseratkan kepsda Kepala Bidang _|
y Perizinan untuk
digerik
% |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dvaft surat zin
Perekonomian memeriksa dan memeraf draft Tk - (s udsh diparaf)
izin £l
& |Petugas Administrasi membust nota dinas - Formet Nota Dinss - Nots Dinas Permohonan
izin dan Permehonan Penandatanganan Izin
kepada Kepala DPMPT SP untuk Penandatsnganan lzin
penandatanganan in
T |Kepala DPMPT SP menandatangani @n dan Surat Izin
hiean ke Petugas P han kzin |:'—1 (s udsh ditandatangani)
& |Petugas Penyerahan Izin melakkan proses Buku Penomoran 1 Surat Izin
dan untuk o Surat Izin (s udsh diberi nomor izin dan
ke Pemohon. |: dicap)
% |Petugas Penyerahan Izin menyershkan izin Buku Pengambilan Izin Izin sudah diterima Pemohon | Pemohen izin hanya depat
kepada Pemohon. mengambil izin dengan resi
penesimaen berkas
10 |Petugas Arsip mengars ipkan berkas zin dan Buku Penomoran Arsip| ! |Arsip Ein Pengars ipan izin berdasarkan
mengupload zin pada SIPINTER. SOP Pengarsipan lzin
Total Waktu 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah  pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/l1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,
Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Tenaga Terapis Gigi dan Mulut

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

14 (empat belas) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|Njo

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

5 (lima) tahun

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

© 0k wnNpE

© N

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;

Fotokopi STRTGM yang masih berlaku;

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;

Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan
masih bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT ZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT { SIPT GM}
DPMPT 5P KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
| e = M:EG“T“:; i Petugas Tim Teknis Kepala Seksi | Kepala Seksi | Kepala Bidang Petugas Kepak Petugas Petugas Arsip Helengkapan Waktu Output
(SR mes hpz:":ap;; R (RN | B R Bty i | | Ad i teas DPMPTSP  |Penyerahan lzin HIERER AN
Perekonomian Perizinan Perizinan
1 [Pemohon mengsjukan permohenan dan - Sistem Parizinan 1. Formulr Parmohonan yang
pengt ian data yang ditujukan ke DFMPTSP Cniine SIFINTER telah dis i
melalui s i tem perizinan online (SIFINTER] _J - Formulir Fermohonan 2 Berkss persyaratsn
1zin
1
2 |Petugas Pelayanan memerksa berkas 1. Dafar Persyaratan Resi Fesiditandstangani s ecara
permohonan Jica berkas permohonan . 1zin slekironi
lengksp, maka dapat diterbitcan Resi Berkss = > 2 Map Izin
Parmohonan disampaikan ke Tim Teknis
untuk dilskuken verifikasi dan validasi
3 |Tim Teknis melak kan verifikasi lspangan 1. Format BAP 1. BAP
dan validasi dan menerkitkan Berita Acara | §[v 2. Format 2. Rekomendasi Tim Teknis
Perreris san (BAF) dan i Tim R ekomendasi Tim -
Tekni yang disampsikan ke DFMPTSP. Teknis
7 |Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standar Pelayanan Permohanan izin hasil
melskukan verifikasi permohonan izin . . verifikasi {lengkap dan benar)
termasuk hasil BAF dan i Teknis ;
Jika berkas sudsh lengkap dan benar maksa
berkas diserahkanke Kepala Seksi
Administrasi Perizinan Perek i
4 |Kepala Seksi Administrasi Perzinan - Format Surat Izin Draft sirat zin
Perekonomian merbust draft lzin dan —
diserahkan kepada Kepala Bidang [J
Pelayanan Perizinan Perekonomian untuk
| SIPEATES 2
%" |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Drafi sirat izin
Perekonomian memeris a dan memaraf draft T - (s udsh diparsf)
izin. 2
& |Petugas Administrasi membust ncts dinas - Format Nota Dinas - Nots Dinas Permohonan
zin dan Permohonan Penandatanganan Izin
iepads Kepala DPMPTSP Untuc Penandatanganan tzin
penandatanganan izin.
7 |Kepala DPMPT SP menandstangani zin dan Surat lzin
ke Petugas Peny 1zin. {sudsh ditandatangan])
& |Petugas Penyerahan zin melskukan poses Buku Penomoran ! Surat lzin
dan untuk d Surst lzin {s udsh diberi nomor izin dan
ke Pemohon [] dicap)
3 |Petugas Penyerahan kzin menyershian izin Euku Pengambilan kin 1zin £ udsh diterima Pemohon |Pemohon izin hanya dapat
kepada Pemohon. mengarbil izin dengan resi
penerimaan berkas .
10 [Petugas Arsip mengsrsigkan berkas izin dan Buku Fenomoran Ars ip| ! Arsip Izin Fengarsipan izin berdasarcan
mengupload izin pads SIPINTER. l:‘ SOP Pengarsipan Izin
Tota! Wakiu 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Psikolog

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

© 0k wnNpE
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Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;

Fotokopi STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berpraktik;

Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKT K PSIKOLOG KLINIS (SIPPK}
DPMPT SP KOTA CIMAH|

PELAKSANA MUT U BAKU
=l mrmu:;f:ﬂ?:ﬂ e | e Petugas Tim Teknis | Kepala Seksi | Kepala Seksi | Kepala Bidang Petugas Kepala Petugas | Petugas Arsip Kelengkapan W aktu Output TG
s L) Pelayanan Perizinan 3 DPMPTSP  |Penyerahan Izin
Perekonomian Perizinan Perizinan
Perekonomian | Perekonomian
1 |Pemohon mengsjukan permohenan dan - Sistem Perizinan 1. Formuiir Permohonsn yang
pengisian data yang ditujukan ke DPMPTSP Online SPINTER ltelah diisi
melalui sistem perizinan online {SIFINTER) ] - Formulir Permohanan |2. Berkas persyaratan
1zin
1
7 |Petugas Pelayanan memericss berkas 1. Daftar Persyaratan Resi Resi ditandstangani secars
permohanan. J ks berkas permohonan - . Izin elektroni
lengkep, meka dapat diterbitian Resi. Berkas 2. Map Izin
Permohonan disampaikan ke Tim Teknis
untuk dilskukan verifieasi dan validasi.
Z7|Tim Teknis mekkukan verifiasi lapangan 1. Format BAP 1. BAF
dan validss | dan menesbitcan Berita Acara e Ya 2. Format |2. Rekomendas i Tim Teknis
(BAF) dan Tim Rekomendas i Tim :
Teknis yang disampaikan ke DPMPTSP. Teknis
3 |Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standar Pelayanan FPermohonen zin hesil
melakukan verificas i permohanan izin - - [verificasi (lengeap dan benar)
termes Uk hasil BAP dan Rekomendssi Teknis. 1
Jika berkas s udah lengkap dan benar maka
berkas dis ershkan ke Kepala Seksi
A i i Perizinan Perekonomi
4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Format Surat Izin Drsft surat izin
Perekonomian membust draft lzin dan =
diserstkan kepads Kepala Bidang I:J
y Perizinan untuk
diperks 5.
% |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Draft surat izin
Perekonomian memerks a dan memaraf draft 15 - (sudsh diparaf]
izin 3
& |Petugas Administrasi membuat nota dinss - Format Nota Dinas [ Nota Dinas Permohcnan
izindan — Permohonan Penangatanganan Izin
kepads Kepala DPMPTSP untuk Penandamngsnan Izin
penandatanganan izin
7 |Kepala DPMPT SP menandstsngani izin dsn Surat Izin
hikan ke Petugas P han kzin. (sudsh ditandstsngani)
£ |Petugas Penyerahan lzin melakukan proses Buku Pencmoran 1 Surat lzin
dan untuk d Surat Izin (sudsh diberi nomor izin dan
ke Pemohon. [j dicap)
9 |Petugas Penyerahan kzin menyerahkan izin Buku Pengamilan Izin Izin sudah diterima Pemohen |Pemohen izin hanya dapsat
kepads Pemohon. mengambil izin dengan resi
penerimaan barkas.
0 [Petugas Arsip mengarsipkan berkas izin dan Buku Penomaran Ass ip) ! lars ip Ezin P=ngars ipan izin berdss arkzn
mengupload izin pads SIPINTER D SOP Pengars ipan lzin
Total Wakts 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI
KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/l1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan

5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 315 Tahun 2020
tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan
dan Ilimu Perilaku.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Promosi Kesehatan

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI DAN ILMU PERILAKU

1.

N

12.
13.

Photo Copy Surat Tanda Registrasi, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis
Tenaga Kesehatan Indonesia yang masih berlaku

Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai
kerja (Khusus untuk SIK)

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktik

Foto copy sertifikasi Kompetensi

Photo copy ijazah di legalisir

Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X4 =2Ibdan4 X6 =2 Ib.

Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah

Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yg menyatakan
belum/sudah berpraktik/bekerja bagi KTP luar Kota Cimabhi

. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja
. Surat Keterangan telah bekerja sebagai TPKIP di fasilitas kesehatan minimal 1 (satu)

tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan
Surat Rekomendasi dari Puskesmas
Surat pernyataan tidak keberatan/izin dari Pimpinan tempat bekerja"



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI DAN ILMU PERILAKU

HEDIAT AN
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STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Ahli Elektromedis

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STR-E atau STR-E sementara bagi tenaga kesehatan warga negara asing;
Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan
yang bersangkutan;

Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

9. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah.

© 0k wnE
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LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDI S ( SIP-E)
DPMPT 5P KOT A CIMAHI

Fe ik {BAP) dan i Tim

Teknis yang disampaian ke DPMPTSP.

Rekomendss i Tim
Teknis

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN
_ . Petugas Tim Teknis | Kepala Seksi | Kepala Seksi | Kepala Bidang Petugas, Kepala Petugas, Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output
NO. [srqiamela:.lhand:p‘? dan diserahian | PEMOHON | o 02 DPMPTSP | Panyerahan izin KETERANGAN
EESERS Perekon omian Perizinan Perizinan
T [Pemohion mengajukan permohonan dan - Sis tem Par zinan 1. Formulir Permahionan yang
pengisian deta yang ditujukan ke DPMPTSP Online SIFINTER telsh dilsi
melshi s stem perizinan anins (SIPINTER) D— - Formuli Permahanan| 2. Berkss persyarstan
Izin
_ 1
7 |Petugas Pelayanan memeriza berkas 1. Daftar Pers yaratan Resi Resi ditandangani secars
permanonan, Jika berkas permohonan . zin slektronic
Engksp, meka dapatditerbitean Resi. Berkas — 2. Map Izin
Fermohonan dissmpsian ke Tim Teknis
untuk dilekuken vefikasi dan validasi.
2 | Tim T eknis melskukan verifikas i lapangan 1. Formet BAP 1. BAF
dan validss i dan menerbitkan Berita Acara ]| [ 2. Format 2. Rekomendes i Tim Tekniz

Kepala Seksi Perizinan Perekonomian

melskukan verifikas i permohonan izin

fermasuk has il BAP dan Rekemendss i Teknis

Jika berkas sudsh lengkap dan benar meka

berkas d eratkanke Kepala Seksi
Perizinan

Standar Pebyanan

Pesmohonan izin hasil
ver fikasi {lengkap dan benar)

Hepala Seksi Administrasi Perizinan
Perekonomian membust drsf Izin d=n

dis & shkan kepads Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan Perekonomian untu
dipsriss,

- Format Surat lzin

n

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian memeriks s den memaraf driaft
in

@

Petugas Administrasi membust nota dines
izin dan

kepsds Kepala DPMPT 5P untuk

penandstanganan izin.

- Format Nata Dinas
Permchonan
Penandatanganan Izin

Drafts urat izin

Draftsurst zin
{sudsh diparaf)

- Mota Dinas Fermohonan
Penandstanganan Izin

-

Kepala DPMPT SP menandatangani iin dan
yershian ke Petugas P han kzin.

L1

e

Petugas Penyerahan lzin melskukan poses

dan urtuls dis
ke Pemohon.

Buku Penomoran
Surat lzin

Surst zin
{sudsh ditandatangani)

Surat Izin
{sudsh diberi nomor izin dan
dicag)

Petugas Penyerahan lzin menyershian in
kepsds Pemohon

Buku Pengambilan Izin

Petugas Arsip mengarsipkan berkas izin dan
menguplead izin pada SIPINTER.

Buku Penomoran Arsip|

Izin sudah diterima Pemohon

Permohon izin hanya dapat
mengambil izin dengan resi
penerimasn berkas

|Arsip zin

Pengars ipan izin berdas arkan
SOP Pengarsipan kin

Total Waktu

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Okupasi Terapis

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran Il

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biayaltarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen lIzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

© 0k wnNpE
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10.

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STROT;

Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat 1zin Praktik;

Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat
praktik pelayanan secara mandiri;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabatyang ditunjuk;
Rekomendasi dari 10TI;

SIPOT atau SIKOT pertama/kedua (untuk permohonan SIPOT atau SIKOT yang
kedua/ketiga);

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembarberlatar belakang
merabh.



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT [ZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT) DAN SURAT IZIN KERJA OKUPASITERAPIS [ SIKOT)
DPMPT 5P KOT A CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
. KEBRAAN Petugas Tim Teknis Kepala Seksi | Kepal Seksi | Kepalk Bidang Petugas Kepala Petugas Petugas Arsip Kelengkapan Walktu Qutput
NO.| (siapa melakukan apa dan diserahkan | PEMOHON 27 frddmmish o 5 KETERANGAN
Kot g Pelayanan Perizinan T Pelaya DPMPTSP  |Penyerahan fzin
Perekonomian Perizinan Perizinan
ko nomian
1 |Pemohon mengsjukan permohonan dan - Sistem Perzinan 1. Formulir Permohonsan yang
pengisian data yang ditujukan ke DPMPTSP Cnline SIFINTER telah diisi
melalui sistem perizinan online (SIPINTER) - Formulir F 2. Berkas parsyaratan
Izin
- 1
2 |Petugas Pelayanan meneriksa berkss 1. Daftar Persyaratan Resi Resi ditandstangani secara
permohonan. J ka berkas permohonan — " Izin elektronik
lengksp, maks dapat diterbitkan Resi. Barkas - 2. Map Izin
Permohonan disampaikan ke Tim Teknis
untuk dilskukan verificasi dan validasi
2 |Tim Teknis mebkikan verifikss i lspangan 1. Formet BAP 1.8AF
dan validasi dan menesbitean Berita Acsra Tah " 2. Formet 2. Rekomendasi Tim Teknis
Pemerik (BAP) dan i Tim Rexomendasi Tim 7
Teknis yang disampaikan ke DPMPTSP Teknis
2 |Kepala Seksi Perizinan Perekonomian Standar Pelaysnan Perrohonan iin hes il
melakukan verifikasi permahonan izin - " verificasi (lengeap dan benar)
termasuk hasil BAP dan i Teknis. 1
Jika berkss sudsh lengeap dan bensr maka
berkss disersnkan ke Kepala Seksi
| |Administrasi Perizinan Perekonomian
4 |Kepala Seksi Administrasi Perizinan - Format Surat Izin Draft surat @in
Perekonomian membust draft Izin dan ['—|
diserahkan kepada Kepala Bidang |
Pelayanan Perizinan Perekon omian untuk
diperiks 2.
£ |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Draft surat izin
Perekonomian memeriks s dsn memsrsf drisft T - (sudah diparsf)
izin 3
g |Petugas Administrasi membust nots dinas - Format Nots Dinas - Nota Dinas Permohonan
izin dan hb — Permehonan Penandatsnganan Izin
kepsds Kepala DPMPT SP untuk Pensndstanganan |zin
penandstenganan izin.
T |Kepala DPMPT SP menandstangani zin dan Surat Izin
hkanke Petugas Penyerahan kzin. (sucsh ditandatangani)
& |Petugas Penyerahan lzin melskukan pros e Buku Penomoran 1 Surat Izin
dan untuk g Surat kzin (sucah diberi nomar izin dan
ke Pemohon [ dicap)
% |Petugas Penyerahan lzin menyershkan izin Buku Pengarmbilan Izin Izin sudah diterims Pemohen |Pemchon izin hanya dapst
kepsds Pemohon. mengambil &n dengan resi
penerimaan berkas.
10 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas izin dan Buku Penomeran Arsig| s ip Izin Pengarsipan iin berdasarkan
mengupload iin pads SIPINTER. D SOP Pengarsipan |zin
Totsl Waktu 14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Okupasi Terapis

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Surat keterangan tempat praktik atau kerja bermaterai
Foto STR asli sesuai profesi yang masih berlaku
Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Foto ijazah terakhir asli

Pasfoto terbaru berwarna latar merah

Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP)
Surat pernyataan kecukupan SKP bermaterai
10 Surat izin praktik ke-1 dan atau ke-2

11. Bukti pemenuhan kompetensi

©XONoO Ok WNE



LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

BAGANALUR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWANMEDIS
DPMPT 5P KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKL
KEGIATAN T =
Petugas Tim Teinis Sub Sub Petuges Kepala DFMFT 5F Patugas Patugas Arel] Kalangiapan Vi Output
WO.  [siapamelakukan apa dan dsemikan kapada | PEMOHON Patzyanan " A 1 Penyerafian izn 8 KETERANGAN
S PEREONOMED PeriAnan Parzinan
[Parek onomian [Parskonomian
1 Pemohon mengsjukan permohonan dan pengisan Sistem Periznan Orline 1. Fomulir Permohonan yang
daia yang dilujuban ke DPMPTSP melalui sisten SIPINTER edah diis
pexiaran online (SIPINTER) Forrmulir Permohoran 2 Berrs porsyaratan
Lein
1
I Pelugas Pelayanan memerie berkuos 1. Dafter Persyarastan Lin Res Fler 5 it kst gl sy
permohoran. Jka bekas perrmofornen lengkan, - 2 Mgy kin e ik
maka dapa i difertithon Resi. Beda sPernohonan = 5
dimarmpikcan ke Thn Telonls ureuk dilakouken e
i dan i
3 Thm Teknis rmedsfoubon verifikas pengan dan 1. Farnat BAP 1.BAP
watlick =i o an rmen exbithoan B eita Acara Pemerdlosan e ) 2 Fornat Rekomendas 2 Rekormendasi Tim Tekris
{BAF) dan Refoomendas Tim Teknis yang Tirn Telknis 7
dizarmpmikan ke DPMPTSP.
3 Sl Sandar P elaryaron Permnohoren izin has] veillcs
b werfikars permohanen zin berersik D flerghap dan benar)
hasil BAP dan Rekomenda s Tekris. Jka bedsas 4
= ah leng kg don bermr ok berkas diseshlan
ke Ul Koorainator A dminksiras P eriznan
Pearsionomian
4+ Sub Koordi A dminkeiraz IP erizinan Formet Sura bin Dt sawcatizin
Personamian memiuas de Lbin don diseshian
keprada Ko-ordinador Peday anan Perzinan
Persionomian ik dpe ks
5 n anan inan O n Dl suraaiiinin
e dan mermar draflizin - - (s dipar)
3
& Pefugas Adminisirasl me mbusi ot dnes Formes Mota Dinas MNota Dinees Permohorn
P catan garan i2n dan men yeahkan kepeda '—| Permohonan Prerend stanganan Lbin
Kipaka DPMP TSP ik porardbairngeran i, ey rgaren Lein
7T Kepala DPMP TSP renan datangan iin dan Surat kan
mesyera i ke Petuge s Penyerahan nin [j {mudsh ditandeton gari )
2 Potugas Pany s rahan 2in mosokon prses Buku Perormoren Suat 1 Surst rin
pencaiatn don penomoren uniuk dssmpaken ke ksin {sudah dibesi nomor izn dan
Pemohon E dicgp)
S Pafugas Pamy e rahan Zin mesye e izn I Bk P engamiilan Lkin Lrin sudsh ditesirma Permohon Permobon in fenya depmt
leepads Pemohon I:I nu'l;::nh'l ig‘:;mgmmsi
e exirmesan =
10 Pofugas Arsipme ngersikan berkesizin dan Biuku P errmoen Arsip ! Arspldn Pengarsipen idn beds sdon S0P
mengupload izn pada SPINTER. l:l Pengarsipan Lin
Tom! Wity 14 beri




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,
Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Tenaga Teknisi Gigi

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

14 (empat belas) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|Njo

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

5 (lima) tahun

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, Ill/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI

©XONoO Ok WNE

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Biodata Tukang Gigi;

Fotokopi Izin Tukang Gigi;

Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat 1zin Praktik;
Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar.



LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT IZIN TUKANG GIGI {SIT G}

Pemerks aan (BAF) dan iTim

Tekris yang disampaikan ke DFMPTSP.

Rekomendss i Tim
Teknis

DPMPT SP KOTA CIMAHI
PELAK SANA MUTU BAKU
KEGIATAN - - - -
= Petugas Tim Teknis Kepala Seksi | Kepala Seksi | Kepals Bidang Petugas Kepab Petugas Petugas Arsip Kaleng kapan Waktu Cutput
F- S ’"""";“:‘a’;:‘: d‘:’; diserahkan | PEMOHON | pojoyonan Perizinan Administrasi Pelayanan Administrasi DPMPTSP  |Penyerahan kin KETERANGAN
e Perekonomian | Perizinan Perizinan
Perekonomian | Perekonomian
T [Pemohon mengsjukan permohanan dan SetemPerzinan 1. Formulir Permohanan yang
pengis ian dsts yang ditujukan ke DPMETSE Online SIPINTER telah diisi
melsiui s i tem perizinan arline (SIFINTER) | - Formulr Permohonan| 2 Berkas persyaratan
kin
- 1
Z T Petugas Palayanan memerks s barkas 1 Diaftar Pars yaratan Fesi Fas | dfandstangani s acars
permohonen. J ka berkas permohonan = kzin lektroni
lengkap, meks dapat diterbitean Res i Berkss = = Map Izin
Permohonan dissmpaican ke Tim Teknis
untuk dilakucan verfikasi dan validasi
3|Tim Teknis melskukan verfiasi lspangan 1. Format BAR 1. BAP
‘dan validssi dan menerbitkan Berita Acars Tk a 2 Format |2. Rekomendasi Tim Teknis

w

Kepala Seksi Perizinan Perekonomian
melgkukan verifikasi permohonan izin
termaszuk hesil BAR dan i Teknis.

Jika berkss sudah lengkap dan bensr maks
berkas diserahkan ke Kepala Seksi
Administrasi Perizinan Perekonomian

Standar Pelsyanan

Permohanan izin hes i
verifikasi (lengkap dan benar}

-

Kepala Seksi Administrasi Perizinan
Perekonomian membust draft lzin dan
diserahkan kepads Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan Perekonomian untuk
diperik:

- Format Surat lzin

o

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian memer ks s dan memaraf draft
izin

@

Petugas Administrasi membust nots dines
iin den

kepada Kepala DPMPT SP untuk

penandatanganan in.

- Format Mots Dinas
Permohonan
Penandatanganan lzn

Draft surat izin

Draft surat izin
{sudsh diparaf)

- Mots Dinss Permehenan
Penandatanganan Izin

-

Kepala DPMPT SP menandatangani zin dan
menyerahkan ke Petugas Penyerahan lzin

[}

o

Petugas Penyerahan zin melskkan pros es

dan untuis di;
ke Pemohon.

Buku Penomoran
Surat Izin

Surat Izin
{sudah ditandatangani)

Surat Izin
{sudah diberi nomar izin dan
dicap)

w

Petugas Penyerahan kzin menyerahkan in
kepada Pemohon.

Buku Pengamiisn Izin

Petugas Arsip mengarsigkan berkas idn dan
mengupload izin pada SIPINTER .

Buku Penomoran Arsin]

Izin 5 udah ditesima Pemohon

Pemchon izin hanya dapat
mengambil izin dengan resi
penerimasn berkas .

[Amsip Izin

Pengars ipan in berdasarkan
SCP Pengarsipan Izin

Total Wakiu

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,
Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

Maksud dan Tujuan

Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

Klasifikasi/ Sasaran

- Tenaga Tukang Gigi

Persyaratan

Terlampir pada Lampiran |

o

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Terlampir pada lampiran Il

Jangka Waktu

14 (empat belas) hari kerja

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Biaya/tarif

Tidak ada biaya

©lo|Njo

Produk Pelayanan

Dokumen lzin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10.

Masa berlaku

5 (lima) tahun

11.

Sarana, prasarana dan
/atau fasilitas

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;
3. Alat Tulis Kantor.

12.

Kompetensi Pelaksana

a. Jenjang Pendidikan :

- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)

- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

b. Pelatihan : Diklat PTSP

c. Pangkat : minimal Penata Muda, Ill/a

d. Jabatan : Fungsional Umum

13.

Pengawasan Internal

- Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Fotokopi KTP pemohon;

Biodata Tukang Gigi;

Fotokopi Izin Tukang Gigi;

Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat 1zin Praktik;
Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar.
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LAMPIRAN 11 :

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT IZIN TUKANG GIGI {SIT G}

Pemerks aan (BAF) dan iTim

Tekris yang disampaikan ke DFMPTSP.

Rekomendss i Tim
Teknis

DPMPT SP KOTA CIMAHI
PELAK SANA MUTU BAKU
KEGIATAN - - - -
= Petugas Tim Teknis Kepala Seksi | Kepala Seksi | Kepals Bidang Petugas Kepab Petugas Petugas Arsip Kaleng kapan Waktu Cutput
F- S ’"""";“:‘a’;:‘: d‘:’; diserahkan | PEMOHON | pojoyonan Perizinan Administrasi Pelayanan Administrasi DPMPTSP  |Penyerahan kin KETERANGAN
e Perekonomian | Perizinan Perizinan
Perekonomian | Perekonomian
T [Pemohon mengsjukan permohanan dan SetemPerzinan 1. Formulir Permohanan yang
pengis ian dsts yang ditujukan ke DPMETSE Online SIPINTER telah diisi
melsiui s i tem perizinan arline (SIFINTER) | - Formulr Permohonan| 2 Berkas persyaratan
kin
- 1
Z T Petugas Palayanan memerks s barkas 1 Diaftar Pars yaratan Fesi Fas | dfandstangani s acars
permohonen. J ka berkas permohonan = kzin lektroni
lengkap, meks dapat diterbitean Res i Berkss = = Map Izin
Permohonan dissmpaican ke Tim Teknis
untuk dilakucan verfikasi dan validasi
3|Tim Teknis melskukan verfiasi lspangan 1. Format BAR 1. BAP
‘dan validssi dan menerbitkan Berita Acars Tk a 2 Format |2. Rekomendasi Tim Teknis

w

Kepala Seksi Perizinan Perekonomian
melgkukan verifikasi permohonan izin
termaszuk hesil BAR dan i Teknis.

Jika berkss sudah lengkap dan bensr maks
berkas diserahkan ke Kepala Seksi
Administrasi Perizinan Perekonomian

Standar Pelsyanan

Permohanan izin hes i
verifikasi (lengkap dan benar}

-

Kepala Seksi Administrasi Perizinan
Perekonomian membust draft lzin dan
diserahkan kepads Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan Perekonomian untuk
diperik:

- Format Surat lzin

o

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian memer ks s dan memaraf draft
izin

@

Petugas Administrasi membust nots dines
iin den

kepada Kepala DPMPT SP untuk

penandatanganan in.

- Format Mots Dinas
Permohonan
Penandatanganan lzn

Draft surat izin

Draft surat izin
{sudsh diparaf)

- Mots Dinss Permehenan
Penandatanganan Izin

-

Kepala DPMPT SP menandatangani zin dan
menyerahkan ke Petugas Penyerahan lzin

[}

o

Petugas Penyerahan zin melskkan pros es

dan untuis di;
ke Pemohon.

Buku Penomoran
Surat Izin

Surat Izin
{sudah ditandatangani)

Surat Izin
{sudah diberi nomar izin dan
dicap)

w

Petugas Penyerahan kzin menyerahkan in
kepada Pemohon.

Buku Pengamiisn Izin

Petugas Arsip mengarsigkan berkas idn dan
mengupload izin pada SIPINTER .

Buku Penomoran Arsin]

Izin 5 udah ditesima Pemohon

Pemchon izin hanya dapat
mengambil izin dengan resi
penerimasn berkas .

[Amsip Izin

Pengars ipan in berdasarkan
SCP Pengarsipan Izin

Total Wakiu

14 hari




STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN

DARAH
No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

2. | Maksud dan Tujuan Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai standar agar penyelenggaraan
pelayanan perizinan di bidang kesehatan berjalanan tertib,
lancar, efektif, dan efisien.

3. | Klasifikasi/ Sasaran - Tenaga Teknisi Pelayanan Darah

4. | Persyaratan Terlampir pada Lampiran |

5. | Sistem, mekanisme dan Terlampir pada lampiran I

prosedur

6. | Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja

7. | Pemberi Pertimbangan Tim Teknis

8. | Biaya/tarif Tidak ada biaya

9. | Produk Pelayanan Dokumen Izin:

Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo
Cimahi wara, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah
sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode
sebelah kiri bawah

10. | Masa berlaku 5 (lima) tahun

11. | Sarana, prasarana dan 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;

/atau fasilitas 2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

12. | Kompetensi Pelaksana a. Jenjang Pendidikan :
- minimal Diploma 3, diutamakan Jurusan Kesehatan (Front
Office)
- minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP
c. Pangkat : minimal Penata Muda, lll/a
d. Jabatan : Fungsional Umum

13. | Pengawasan Internal - Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian




- Koordinator Informasi, Pelayanan, Konsultasi, dan
Pengaduan

(Front Office)

- Koordinator Pengolahan, Pelaporan, dan Suporting (Back
Office)

Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui kolom

kendali dan uraian proses berkas apda map berkas izin

14. | Jumlah Pelaksana - 2 orang (Front Office)
- 2 orang (Back Office)
15. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
16. | Jaminan keamanan Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital,
dan keselamatan CCTV
pelayanan
17. | Evaluasikinerja Pelaksana | Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




LAMPIRAN I :
PERYSARATAN SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN DARAH

Mengisi formulir yang telah disediakan;

Surat keterangan tempat praktik atau kerja bermaterai;
Foto STR asli sesuai profesi yang masih berlaku;

Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;

Foto ijazah terakhir asli;

Pasfoto terbaru berwarna latar merah;

Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP);

Surat pernyataan kecukupan SKP bermaterai;

. Surat izin praktik ke-1 dan atau ke-2;

10. Bukti pemenuhan kompetensi
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LAMPIRAN 11 :
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN DARAH

BAGANALUR PELAYANAN SURAT AN PRAKTIK TEKNI 31 PELAY ANAN DARAH

DPMPT §F KOTA CIMAHI
PELAK SA N2 MUTU BAKU
AEEETL] s TimTens | Sub Koo 3 Foom ReBngamEn Ve Tutput
{FEp2 Mmelakikan ape ¢an gEeraANkan kepaga | PEMODHON | paigyanan Parzinan .dminis frast Peizjanin METERANGAN
P |Pisirai nAOimian
Femonon meg = perrohore dan pergisan S Pargren Orine [T e
daia yang difujukn ke DPMPTSP melaul Ssten SIPINTER felanh diis
pexiaren online (SIPINTER) Forrmulir Perrnofonan 2 B persyaratn
Lein
1
Peligas Potayanan menemhe ok 1. Diefir Prsyaretar loin Re=i e e g semra
ermohioren Jika berkas perohoren e geen, 2 g Lin alekrorik
ke clapen citerbitkan Re g Berkos Fernoh oron -
iern ok ke THT TolonEs urituk il R
[werificesi dan valicas
Thm Tl rile redaa lan vl lapangen dan 1. Famat BAP 1. EAF
walicka 5 dan menerbigan Berita A Penedkssan - = 2 Fomnat Rekormendas: 2_Rekomendasi Tim Teknis
{BAR) d an Rekormend s Tirn Tekris yang Tirn Teknis 7
dzarnpuikan ke P MPTSR.
Sub Seander P alaryaren Presrnahionan izin b sl vesfkasi
e e weri S korsi pesroR e m S 5 {lengicp dan benar)
Fraed BAP don Riekomend s Tekris. S bedos =
st e dirn beerer ol beskars disemilan 1
k= SUl Kodsinatnr Administe sl Perinan
[Peraionomian
Sub Kpordin Agmil [Parizinan Forrmed Sura kin Draf s win
e o Lin da tkan
kepads Kiodrdinator Pela yanan Pertanan
[P araionoamian uriuk diperk=a T
na anan inain on n Ui sraien
e rresikesa chan e fd e idn. - N {=uddsh dipar)
3
€ |Pelugas Aamintsta o merina ot dinas Forrmest Mot Dirms Motz Dliress Permoforen
e atangs ren izn don mesTyeabkon kepods Permoharen Perand stanganan Ldin
Kepala DPWPT 3P unuk pernandstangaren izn Perandatangaran Lbin
T |Kepaia DPMPT 3P menandamngani izn dan Surt rin
ecrryesci i ke Potugas Panyeimhanizn (= ditandgngeni}
2 |Petugas Panysrahan ban mosoubn proses Buku P enormoen Sur i St brin
pencatatan dan penomoan uek dssmpsicn ke Lin e dibesi nomorizn dan
[P emanon. diczgp)
[ |Pefugas Panyerahan Bn rem e e ion [ Bk Pengarmialar Lo in morke dtesirma Parrchan | Pemaon i2n haya dpes
[fyescks Paamiohon. mengernbilizn dengen nesi
] T—
Pofugas Arslp mengarsipton bedas iZndan Bulu P enomoen Arsip ! Arsip Lin P enga ipan izn berdasyian S0F
rergusrioed izin pada SPNTER. Pengampan Lin
Toial Wakdy 14 haxi




